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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tugas dan tanggung
jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dalam pengadaan Rumah Layak
Huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupeten Rokan Hulu, serta
untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tugas dan tanggung jawab
Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dalam pelaksanaan pembangunan
tersebut. Adapun perumusan masalah penelitian adalah : Bagaimana tugas dan
tanggung jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dalam Pengadaan
Rumah Layak Huni ?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode deskriptif, yang dilaksanakan di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah
Kabupaten Rokan Hulu. Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat
penerima bantuan Rumah Sederhana Layak Huni yang ada di Desa Koto Tinggi
Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2009, yakni sebanyak
110 Kepala Keluarga (KK), seorang Kepala Desa, serta pengurus OMS dan
TPM di desa tersebut. Sementara itu sampel yang digunakan adalah simple
random sampling, karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan
secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara
demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Maka dalam
penelitian ini sampel yang diambil terdiri dari 20 warga masyarakat penerima
bantuan Rumah Sederhana Layak Huni yang ada di desa Koto Tinggi kecamatan
Rambah Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2009, seorang Kepala Desa, serta 3
orang pengurus OMS dan 2 orang TPM di desa tersebut. Jenis data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari tempat
penelitian dengan cara kuisioner, wawancara dan observasi. Data yang telah
dikumpulkan, lalu dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan
bahwa Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) telah melakukan tugas dan
tanggung jawabnya dengan baik dalam pengadaan pemukiman masyarakat di
Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Adapun faktor
penghambat yang dialami oleh OMS adalah : (a) Masih rendahnya kepedulian
masyarakat untuk berperan serta dalam musyawarah perencanaan pembangunan
di tingkat desa dalam menyampaikan gagasan dan saran mengenai
pembangunan yang perlu diprioritaskan di desa; (b) Belum lengkapnya data dan
informasi mengenai masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan
pemukiman. Hal ini mengakibatkan pemberian bantuan rumah sederhana layak
huni bagi masyarakat desa kurang tepat sasaran, dimana belum secara
keseluruhan masyarakat miskin yang berhak mendapatkan rumah sederhan
layak huni tersebut, sedangkan mereka telah memenuhi syarat atau keriteria
untuk mendapatkan rumah sederhana layak huni sesuai program kebijakan
ii
pemerintah daerah; dan (c) Belum memadai ketersediaan tenaga teknis yang ada
yang akan membantu OMS dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
mengidentifikasi usulan kegiatan masyarakat desa, menyusun rencana kegiatan
pembangunan dan anggaran biaya pembangunan, serta pengawasan kegiatan
pembangunan fisik sarana dan prasarana desa yang dilaksanakan.
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Negara Republik Indonesia adalah sebagai negara kesatuan menganut azas
desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan keleluasan kepada
daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar
1945, antara lainmenyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil,
dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.
(Bratakusumah, dkk, 2001:1)
Dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Propinsi,
Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakara sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat. Kewenangan
daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenanngan dalam
bidang politik luar negri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta
kewenangan bidang lain.
Menurut Syafeei (2004) : Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai
seni karena berapa banyak pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat
serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan.
Adanya pemerintahan berbeda pada masing-masing negara disebut dengan sistem
pemerintahan. Sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yang kait mengait satu
sama lain. Bagian atau anak cabang dari suatu sistem, maenjadi induk sistem dari rangkaian
selanjutnya. Begitulah seterusnya sampai pada bagian yang terkecil, rusaknya salah satu bagian
akan mengganggu kestabilan sistem itu sendiri. Pemerintahan Indonesia adalah suatu contoh
sistem pemerintahan, dan anak cabangnya adalah sistem pemerintahan daerah kemudian
seterusnya sistem pemerintahan desa/ kelurahan, (Syafeei,2005 : 87-88).
Adapaun azas penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah sebagai berikut :
a. Azas Desentralisasi
Azas Desentralisasi adalah asas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
b. Azas Dekonsentrasi
Azas Dekonsentrasi adalah azas pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau
kepala wilayah, atau kepada instansi vertikal tingkat atasnya, kepada pejabat-pejabat di
daerah.
c. Tugas Pembantuan
Tugas Pembantuan adalah azas untuk turut sertanya pemerintah daerah bertugas dalam
melaksanakan urusan pemerintahan pusat yang ditugaskan kepada pemerintaha daerah
oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban
mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya, (Syafeei, dkk., 2002 : 110).
Maka dari itu, pemerintah desa merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah
kabupaten dan kota, dituntut selalu proaktif dalam menjalankan fungsi pelayanan pemerintahan
sehingga tercapai tujuan negara dalam rangka menciptakan pelayanan masyarakat secara efektif.
B. Konsep Pembangunan
Dalam studi setiap kehidupan sosial adalah adanya perubahan dan pertumbuhan atau
perkembangnan yang terjadi secara terus menerus tanpa akhir, usaha manusia yang dituangkan
dalam bentuk kegiatan secara terus menerus agar terjadi perubahan, pertumbuhan dan
perkembangan sesuai dengan yang dikehendaki pada umumnya disebut dengan pembangunan.
Adapun Konsep Pembangunan menurut Hamim (2003 : 1), sekurang-kurangnya
mengandung empat arti, yakni :
 Pertama, pembangunan sebagai kata tunggal memiliki makna majemuk;
 Kedua, sebagai kata sifat pembangunan kondisi yang lebih baik dari keadaan yang
sebelumnya;
 Ketiga, sebagai kata benda pembangunan berkaitan dengan output atau hasil dari suatu
kegiatan; dan
 Keempat, pembangunan sebagai kata kerja diartikan sebagai proses kegiatan yang
berlangsung dalam jangka waktu panjang dan terus-menerus.
Ndraha (1990) dalam Hamim (2003 : 1-2) memberikan pengertian pembangunan
sebagai konsep pertumbuhan (growth),rekonstruksi (reconstuction), modernisasi
(modernization), westernisasi (westernization), perubahan sosial (social change), pembebasan
(libertion), pembaharuan (inovation), pembangunan bangsa (nation building), pembangunan
nasional (national development), pengembangan dan pembinaan.
Tjokroamijoyo dan Mustopadidjaya (1993) menyatakan bahwa ada lima dimensi
penting dalam pembangunan, yakni :
 Pertama, kesejahteraan sosial ekonomi, terutama indikator pertumbuhan ekonomi;
 Kedua, transformasi sosial dari masyarakat tradisional kearah masyarakat maju;
 Ketiga, pembangunan bangsa/ sosial politik;
 Keempat, menempatkan keseimbangnan antara manusia dan lingkungannya, dalam
proses pembangunan; dan
 Kelima, manusia sebagai pusat perhatian proses pembangunan. (Hamim, 2003 : 13)
C. Pembangunan Daerah
Mnurut Soemarwoto (1993 : 139), Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk
menaikkan taraf atau tingkat hidup dan dapat pula dikatakan bahwa pembangunan bertujuan
untuk menaikkan mutu kehidupan karena mutu hidup rakyat diartikan sebagai derajat dipenuhi
kebutuhan dasar. Jadi pembangunan dapat diartikan sebagai usaha memenuhi kebutuhan dasar
rakyak yang lebih baik.
Lebih lanjut dikatakan oleh Suryadi (1975 : 64) bahwa pembangunan adalah suatu
proses dimana masyarakat mulai mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian
merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut.
Karena wilayah kecamatan terdiri dari desa-desa/ kelurahan, maka sasaran
pembangunan di wilayah kecamatan merupakan pengembangan, penyediaan peningkatan sarana
prasarana infrastruktur yang dibutuhkan di desa-desa/ kelurahan tersebut.
Menurut Siagian (2008 : 4) bahwa pembangunan adalah sebagai usaha atau rangkaian
usaha pertumbuhan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan
pemerintah majun modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).
Berdasarkan defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan itu merupakan
suatu proses kegiatan; usaha yang secara sadar dilakukan oleh masyarakat; mengarah kepada
perubahan yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat; dan pada prinsipnya lebih menuju
kearah yang lebih baik.
Pembangunan suatu bangssa tidak hanya dilakukan dan dibedakan kepada sekelompok
orang saja melainkan juga harus melibatkan rakyat banyak yang juga akan menjadi subjek dan
sekaligus objek dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan merupakan semacam arah
perjalanan yang sedang ditempuh oleh manusia pada situasi tertentu, sehingga sejauh mungkin
harus mengikut sertakan masyarakat untuk berperan dalam menentukan pilihan-pilihannya yang
mendasar. Dengan demikian jelaslah bahwa apabila perjalanan pembangunan ingin berhasil
sesuai dengan apa yang diharapkan, maka partisipasi masyarakat tidak bisa diabaikan dalam
kerangka dasar proses pembangunan. Oleh karena itu pembangunan nasional yang melibatkan
perubahan-perubahan dasar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa dan
lembaga-lembaga nasional (Siagian, 1986 : 15-16).
Dari pendapat tersebut dapatlah dikatakan bahwa pada dasarnya peran serta masyarakat
merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan pembangunan yang sedang
dilaksanakan tersebut. Kecamatan yang terdiri dari desa-desa adalah sebagai salah satu objek dan
sekaligus subjek pembangunan, karena di desalah tempat tinggal sebagian besar penduduk
Indonesia, sehingga denngan menumbuhkan pembangunan pedesaan berarti membangun
masyarakatnya. Sedangkan sebagai subjek desa merupakan pemberdayaan dari masyarakat
sendiri melalui kewenangan pembangunan desa sesuai dengan kemampuan dan kemauan
masyarakatnya.
Masyarakat pedesaan di Indonesai menurut sumber statistik Nasional yang diakui
meliputi 80% dari keseluruhan wilayah/ teritori Nasional. Masyarakat pedesaan tidak hanya
meliputi masyarakat petani, akan tetapi juga meliputi keseluruhan kelompok masyarakat
produsen kecil/ pengusaha niaga tani serta tenaga kerja yang bersangkutan dalam bidang
tersebut.
Mengenai tingkat kemampuan warga masyarakat pedesaan umumnya dibidang
teknologi pertanian dan usaha niaga tani masih dalam tingkat perkembangan tradisional
dibandingkan dengan kemajuan di bidang teknologi dan usaha ekonomi dewasa ini. Apabila
masyarakat pedesaan tersebut dibiarkan berkembang berdasrkan kemampuan sendiri, akan
berakibat timbulnya jurang yang makin lebar dan mendalam dengan warga masyarakat lainnya
yang sudah maju. Memahami masalah tersebut pemerintah kita telah mengadaptir konsepsi dan
metode gerakan community development menjadi salah satu program guna mempercepat
peningkatan potensi masyarakat pedesaan di Indonesia, yang untuk pertama kali merupakan
kebijaksanaan PBB. (Saparin, 1986 : 209).
Pembangunan pedesaan secara nasional tidak mungkin disamaratakan, mengingit
pedesaan di Indonesia mempunyai ciri-ciri : umumnya kepadatan penduduk tidak terlalu tinggi,
tingkat pendidikan rendah, keadaan alam dan geografisnya berbeda, kegiatan usaha utama adalah
pentanian (termasuk kehutanan, peternakan, perikanan), tingkat pendapatan masyarakat relatif
rendah, masyarakat relatif homogen dalam hal mata pencaharian, agama dan adat
istiadat.(Hamim, 2003 : 74).
Sejalan pula dengan upaya pemberdayaan masyarakat maka pelaksanaan pembangunan
di pedesaan disesuaikan pula dengan historis desa, sumber daya manusianya, sumber daya
alamnya, nilai sosial budaya dan nilai agamanya yang merupakan faktor-faktor lingkungan yang
ikut berpengaruh. (Hamim, 2003 : 75)
Sebagai kegiatan operasional, program-program kegiatan pembangunan direalisir dalam
bentuk proyek-proyek yang ditetapkan sesuai dengan relevansinya. Proyek-proyek pembangunan
masyarakat pededesaan adalah suatu proyek khusus sebagai bentuk realisasi pembangunan
pedesaan. Sedang guna menunjang pelaksanaan program-program/ proyek-proyek pembangunan
yang bersangkutan diperlukan adanya dana yang dicadangkan dalam anggaran pembangunan
bagi masing-masing proyek yang sudah ditetapkan.
Langkah-langkah dalam pembangunan desa adalah :
1. Penetapan jenis-jenis program kegiatan dan proyek-proyek pembangunan pedesaan.
Pelaksanaan daripada program pembangunan masyarakat pedesaan terdiri dari berbagai
jenis program kegiatan proyek antara lain mengikuti :
a. Proyek-proyek prasarana.
b. Bantuan tenaga ahli, modal/ dana dan teknologi.
c. Program gerakan kemasyarakatan antara lain : KB, PKK, Bimas/ Inmas, Panca Usaha
dan lain-lain.
d. Program organisasi kemasyarakatan antara lain : RT/RW, BUUD/ KUUD, Koperasi
Tani dan Nelayan.
2. Penetapan strategi kebijaksanaan pembangunan masyarakat pedesaan.
3. Perencanaan.
4. Penyediaan dana.
5. Pengawasan pembangunan desa.
6. Evaluasi.
(Saparin, 1986 : 214-217).
Pembangunan masyarakat desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung
di desa yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu
dengan mengembangkan swadaya gotong royongmasyarakat. (Kantor Pembangunan Masyarakat
Desa Propinsi Riau, 2000 : 36)
Visi pembangunan masyarakat desa adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek atau pelaksana utama dalam
seluruh proses pengelolaan pembangunan menuju terwujudnya kemandirian masyarakat.
Sedangkan misi pembangunan masyarakat desa adalah meningkatkan ketahanan masyarakat
desa, yang meliputi ketahanan idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan
keamanan, melalui pengembangan kemampuan kemandirian dan partisipasi masyarakat desa
dalam proses pembangunan. (Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Riau, 2000 : 36)
Tujuan pembangunan masyarakat desa :
1. Tujuan Umum
Meningkatkan taraf penghidupan dan kehidupan rakyat di desa-desa yang berarti
menciptakan situasi dan kondisi, kekuatan dan kemampuan dalam satu tingkat yang lebih
kuat dan nyata untuk tahap-tahap pembangunan selanjutnya dan mewujudkan desa
swasembada yang berketahanan di segala bidang.
2. Tujuan Khusus
a. Mengadakan perubahan dan pembaharuan secara terarah terhadap kondisi kehidupan
masyarakat desa.
b. Mengembangkan wilayah desa sebagai satuan potensi sosial, ekonomi, budaya dan
pertahanan keamanan menuju terciptanya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
desa sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan.
c. Meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat desa guna terwujudnya daya cipta
dan karya masyarakat desa dalam pembangunan.
d. Memupuk dan membina kestabilan kehidupan masyarakat desa sebagai landasan
penciptaan kestabilan nasional.
e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pedesaan, agar mampu mengelola proses
secara mandiri.
(Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Riau, 2000 : 36-37)
Adapun asas pembangunan masyarakat desa ialah :
1. Swadaya Masyarakat
2. Gotong royong/ kekeluargaan
3. Berorientasi kepada kepentingan rakyat
4. Keseimbangan antara pembangunan sosial dan ekonomi.
(Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Riau, 2000 : 37)
Permasalahan utama pembangunan pedesaan adalah :
1. Keterbatasan akses masyarakat pedesaan terhadap input produksi dan kesempatan
berusaha serta lemahnya struktur kegiatan sosial ekonomi yang masih berwatak
subsistem.
2. Kemiskinan
3. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia pedesaan.
4. Kurang optimalnya pemanfaatan sumberdaya kehidupan pedesaan, kurangnya
pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pelestarian lingkungan hidup.
5. Belum memadainya kelembagaan yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat
lokal, rendahnya kemampuan manajemen dan terbatasnya sarana kelembagaan
pemerintah dan kelembagaan masyarakat desa.
6. Kurangnya kepahaman masyarakat terhadap teknologi dan belum optimalnya
pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7. Dominasi pemerintah dalam segala aspek kehidupan masyarakat pedesaan.Terbatasnya
prasarana dan sarana pada kondisi geografis wilayah yang relatif sulit dan masih besarnya
jumlah desa terpencil.
(Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Riau, 2000 : 38)
Sasaran pembangunan masyarakat desa adalah :
1. Bidang mental spiritual/ sosial kultural meliputi mental, agama, pendidikan/ skill,
Kebudayaan nasional, kesehatan, papan/ perumahan.
2. Bidang fisik materil/ekonomi meliputi peningkatan produksi, pengusahaan produksi dan
pemasaran, prasarana ekonomi, perkreditan desa, lapangan keja.
3. Bidang pemerintahan dan ketertiban meliputi penyempurnaan dan mendinamisir
pemerintahan desa sehingga mampu melaksanakan pembangunan masyarakat desa,
menciptakan kondisi di desa sehingga pembangunan dapat berlangsung secara terus-
menerus, (Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Riau, 2000 : 40).
D. Partisipasi Masyarakat
Menurut Siagian (1986 : 24) partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diartikan
sebagai tindakan dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan dengan usaha
menyumbangkan hal-hal yang bersifat material maupun spiritual. Selanjutnya partisipasi
menurut Mubyarto dalam Ndraha(1985 : 102) mengatakan bahwa partisipasi adalah kesediaan
untuk membantu berhasinya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa
mengorbankan diri sendiri.
Deangan demikian dapat dikatakan bahwa setiap desa di tanah air kita telah memiliki
sifat otonomi dalam arti mengatur atau mengurus rumah tangganya sendiri dengan kekuatan atau
kemampuannya sendiri. Desa yang memiliki potensi, apabila tahap demi tahap bisa digali, diolah
dan dimanfaatkan maka akan nampak klasifikasi tingkat perkembangan desa yang terus menerus
meningkat sesuai dengan yang telah ditetapkan tiga klasifikasi tingkat perkembangan desa yaitu :
desa swadaya, desa swakarya dan desa swasembada.
Sesuai dengan prisip pembangunan yang partisipatif, bahwa pembangunan harus
dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, maka pembangunan tersebut
mestilah dilaksanakan berdasarkan imbangan kewajibanyang serasi antara pemerintah dengan
masyarakat.
Berkaitan dengan kebijakan pembangunan pedesaan yang mandiri, korten dalam
Hamim dan Adnan (2005 : 73) menyatakan pembangunan pedesaan harus menekankan kepada :
1. Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,
tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri;
2. Fokus utamanya adalah meningkatkan untuk mengelola dan memobilisasi sumber-
sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka;
3. Pendekatan ini mentoleransi variasi lokal, dan karenanya memiliki sifat amat fleksibel
menyesuaikan dengan kondisi lokal;
4. Dalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses cocial
learning, yang terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas, mulai dari
proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri pada sikap saling
belajar;
5. Proses pembentukan jaringan (networking)antara birokrat dan lembaga swadaya
masyarakat, satuan-satuan organisasi tradisonal yang mandiri, merupakan bagian integral
dari pendekatan ini. Melalui proses networking ini diharapkan terjadi simbiose antara
struktur-struktur pembangunan ditingkat lokal.
Dari defenisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam partisipasi
mengandung pengertian tentang keterlibatan, prakarsa, swadaya, serta tanggung jawab
masyarakat di dalam mendukung program kebijakan pemerintah yang pada hakekatnya bertujuan
untuk kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.
Partisipasi masyarakat merupakan modal dasar yang cukup penting untuk dapat
mendukung pembangunan desa, oleh sebab itu partisipasi masyarakat harus ditumbuh
kembangkan secara berkesinambungan. Kepala Desa sebagai pimpinan organisasi pemerintahan
desa harus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat desa, termasuk partisipasi di dalam
pembangunan desa.
E. Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Bidang Rumah Layak Huni (PRSLH)
Organisasi Masyarakat Setempat adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat
desa yang berfungsi sebagai pelaksana dalam program Pembangunan Rumah Sederhana Layak
Huni (RSLH).
1. Keriteria Organisasi Masyarakat Setempat
 Diusulkan oleh masyarakat atau pengusulan/ pencalonan disetujui oleh
masyarakat
 Sehat secara rohani dan tidak mempunyai hambatan jasmani (yang mengalami
kesulitan berat) dalam melakukan tugas sehari-hari
 Minimal dapat memahami pesan tertulis dan mengungkapkan pesan/ catatan
dengan tulisan
 Tinggal dalam kawasan yang sama dengan masyarakat yang akan didampingi
 Berdedikasi tinggi, bertanggung jawab dan mampu berkomunikasi yang baik
dengan masyarakat
2. Peran Organisasi Masyarakat Setempat
 OMS adalah anggota masyarakat biasa yang bertanggungjawab terhadap
kesinambungan pelaksanaan program pembangunan serta menjaga kualitas
pembangunannya agar terlaksana dengan baik, benar dan memenuhi standar.
 OMS adalah penggerak masyarakatnya sendiri dalam proses kemandirian
penyelenggaraan pembangunan perumahan dan lingkungan di tengah masyarakat.
 Sebagai pelaksana masyarakat, OMS dapat berfungsi sebagai penggerak yang
dapat secara luas mendorong, mengajak dan mempercepat proses pembangunan di
lingkungan/ wilayah di mana dia berada.
 Dapat berfungsi sebagai konsultan pembangunan yang mendorong terciptanya
inovasi dan kreatifitas dimasyarakat sehingga memperkaya khasanah dan
wawasan pembangunan sehingga harkat, martabat dan taraf hidup masyarakat
secara keseluruhan bias terangkat.
 Dapat berfungsi sebagai kader pembangunan dengan menciptakan pembaharuan,
merubah paradigm masyarakat menjadi mau, tau dan berperan aktif dalam
pembangunan lingkungan dimana dia bertempat tinggal.
3. Lingkup Tugas Organisasi Masyarakat Setempat
 Melakukan koordinasi ke dalam, artinya mendalami apa kemauan masyarakat
yang didampinginya, kemudian mencari jalan penyelesaian yang disesuaikan
dengan kondisi, rencana dan program yang ada misalnya program nasional,
regional.
 Melakukan koordinasi dengan institusi-institusi terkait, baik lembaga pemerintah
maupun non pemerintah.
 Melakukan pendampingan terhadap masyarakat terutama dalam rangka
pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas lingkungannya secara terus-
menerus dan berkesinambungan.
4. Tugas Organisasi Masyarakat Setempat dalam Pemberdayaan
 Menyadarkan bahwa setiap manusia punya harkat dan martabat yang sama untuk
hidup layak dan salah satunya dapat ditempuh melalui peningkatan lingkungan
permukiman yang sehat.
 Menggugah kesadaran dan kemauan masyarakat untuk perduli terhadap kualitas
lingkungan tempat tinggalnya serta mengambil peran aktif dalam program
penataan dan peningkatan prasarana linkungan permukiman.
 Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menjaga dan memelihara kualitas
infrastruktur jalan dan lingkungannya secara mandiri dan bertanggung jawab.
 Tetap menjaga dan mendorong keinginan masyarakat untuk terus maju dan
berkembang, tidak hanya merasa cukup dan puas pada kondisi sesaat.
5. Tugas dan Tanggung Jawab OMS untuk PRSLH 2009
 Membantu PPTK dalam pelaksanaan kegiatan di masyarakat.
 Membuat Dokumen Teknis (pembuatan gambar rencana, pengukuran serta
penyusunan Rencana Anggaran Biaya) sebagaimana format yang telah ditetapkan.
 Melakukan pengawasan terhadap mutu dan volume pelaksanaan kegiatan.
 Membuat laporan harian dan mingguan yang disampaikan kepada PPTK melalui
tingkat Kab./ Kota setelah disetujui Korlap.
 Menjadi narasumber, mediator, pengarah sekaligus menjadi motivator bagi
masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur perumahan
agar tercapai tujuan dan sasaran.
 Membuat proposal pengajuan dana serta mengontrol penggunaan dana di
lapangan.
 Membuat Rencana Pembangunan Dana (RPD) serta Laporan Penggunaan Dana
(LPD) sebagai bentuk pertanggung jawwaban kepada pemerintah dan masyarakat.
 Menjadi inisiator dan fasilitator dalam terselenggaranya Musyawarah Desa
(Musdes) sebagai salah satu bentuk kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat.
Dalam ajaran agama Islam banyak ayat Al-Qur’an dan hadist yang menjelaskan tentang
tugas dan tanggung jawab manusia di muka bumi ini, antara lain :
Artinya :
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak
menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan
menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan
Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Al-
Baqarah:30)
Antara anugrah Allah kepada manusia ialah pemilihan manusia menjadi khalifah atau
wakilnya dibumi. Dengan dipilihnya manusia menjadi khalifah, ia mempunyai kewajiban yang
harus ditegakan diantaranya kewajiban menegakan kebenaran, kebaikan, mewujudkan
perdamaian, menghapus kemungkaran serta penyelewengan dan penyimpangan dari jalan Allah.
Kewajiban-kewajiban tersebut akan dimintai tanggung jawabnya kelak oleh Allah. Apabila
pengakuan terhadap kenyataan dan hakikat wujudnya hari pembalasan telah dibuat maka tugas
yang diwajibkan keatas dirinya perlu dilaksanakan. Dikalangan makhluk ciptaan Allah, manusia
telah dipilih oleh Allah untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut.
Selanjutnya banyak hadits yang menjelaskan, bahwa setiap orang adalah pemimpin dan
setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah tentang
kepemimpinannya.hadits diantaranya dalam kitab Al-Lu’lu’ wal Marjan No.1199 sebagai berikut
:
 ُدْبَع  ِالله  ِ◌ِنْب  َرَمُع  َيِضَر  ُالله اَمُھْنَع, ٲن لوــسر الله ىلـــ ص الله ھـــیلع ملـــ سو  َلاَق : مــــ كلك
عار لؤــــ سمف نع ھــــتیعر, ریملأاـــــ ف يذــ لا ىــ لع ساـــ نلا عار وھو لؤـسم مھ نع, لــ جرلاو
عار ىــ لع لھأ ھــــــتیب لؤسموھو مھ نع, ةأرـملاو ةــ یعار ىــ لع تــــیب اــــ ھلعب هدــ لوو يھو
ھلؤــسم مھ نع, دـــــ بعلاو عار ىــ لع لام هدیـــس وھو لؤـسم ھـنع, لاأ مــــــكلكف عار مــــ كلكو
لؤـسم نع ھــــ تیعر. (هاور راــــ خبلا و ملـــ سم)
Artinya: :
Rosulullah SAW. bersabda : "Kalian semuanya pemimpin (pemelihara) dan bertanggungjawab
terhadap rakyatnya, seorang Raja memelihara rakyat dan akan ditanya tentang pemeliharaannya,
seorang suami memimpin keluarganya dan akan ditanya tentang pimpinannya, seorang ibu
memimpin rumah suaminya dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang pimpinannya, seorang
hamba memelihata harta milik majikannya dann akan ditanya tentang pemeliharaannya.
Camkanlah bahwa kalian semua memelihara dan akan dituntut tentang pemeliharaannya". (HR.
Bukhari dan Muslim)
Berdasarkan hadits tersebut kita mengetahui,bahwa setiap orang yang menjadi pemimpin
pasti akan dimintai suatu pertanggungjawabannya oleh Allah, sesuai tingkat kepemimpinannya
itu.
1. Para tokoh masyarakat dan penguasa adalah pemimpin dalam suatu Negara atau
organisasi. Mereka akan ditanya “apakah mereka sudah mendidik masyarakatnya menjadi
orang yang beriman dan bertaqwa?”
2. Suami dalam rumah tangga adalah pemimpin dalam keluarganya dan semua suami akan
dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang istri dan anaknya. “apakah mereka
sudah berusaha mendidik mereka menjadi orang-orang yang sholeh atau belum?”
3. Istri-istri yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga suaminya.mereka semua juga
akan dimintai pertanggungjawabannya. “ Apakah mereka sudah menjalankan tugasnya
sebagai istri yang sholehah, ibu rumah tangga yang baik atau belum?”
4. Para buruh pembantu rumah tangga dan pegawai akan dimintai pertanggungjawabannya
oleh Allah. “ Apakah mereka menjalankan tugasnya dengan baik atau belum?”
Pada intinya apa yang dikemukakan dalam hadits tersebut hanya sebagai contoh belaka,
sebab permulaan hadits tersebut menegaskan bahawa setiap orang menjadi pemimpin dan
bertanggung jawab atas apa-apa yang diperbuatnya.
6. Sistimatika Laporan Organisasi Masyarakat Setempat
 Pendahuluan
 Latar Belakang (kenapa desa anda perlu mendapatkan bantuan infrastruktur
pembangunan)
 Gambaran Umum Desa
 Faktor-faktor Pendukung dan Kendala





 Laporan masalah di tinggkat desa
F. Konsep Operasional
Untuk mempermudah penganalisaan dalam penelitian ini, maka diuraikan konsep
operasional sebagai berikut :
1. Tugas dan tanggung jawab adalah, sesuatu yang wajib dikerjakan dan ditentukan untuk
dilakukan atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang dan harus siap menerima
kewajiban atau tugas yang telah ditetapkan.
2. Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) adalah, suatu lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat desa yang berfungsi sebagai pelaksana dalam program Pembangunan Rumah
Sederhana Layak Huni (PRSLH) yang dibentuk secara demokratis melalui renbug warga dan
dilakukan secara transparan.
3. Rumah Layak Huni adalah, bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang
aman untuk ditempati dan tidak membahayakan penghuninya juga sebagai sarana pembinaan
keluarga.
4. Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) adalah, bertanggung
jawab terhadap kesinambungan pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni serta
menjaga kualitas pembangunannya agar terlaksana dengan baik, benar dan memenuhi standar
yang telah ditetapkan dengan indikatornya adalah:
a. Mengidentifikasi prioritas pembangunan yang ada di desa, yaitu menentukan sarana dan
prasarana yang perlu segera dibangun di desa berdasarkan data serta aspirasi masyarakat
melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa.
b. Mengidentifikasi dan memetakan keadaan keluarga miskin yang ada di desa secara
komprehensif, berlaku adil dan tidak diskriminatif, yaitu mendata jumlah keluarga
miskin yang berhak menerima bantuan rumah layak huni secara menyeluruh dan adil.
c. Menyusun rencana kegiatan, yaitu menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan serta
menyusun anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan pembangunan rumah layak huni.
d. Memotivasi masyarakat untuk melakukan swadaya pada setiap kegiatan gotong-royong
yaitu, mendorong dan menggerakkan partisipasi swadaya masyarakat dengan cara
mengumpulkan dan menyerap aspirasi masyarakat serta melibatkan warga saat
pengambilan keputusan dalam rapat atau musyawarah perencanaan pembangunan desa.
G. Indikator Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menguraikan indikator-indikator tentang tugas dan
tanggung jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) adalah:
1. Mengdentifikasi prioritas pembangunan desa
2. Mengidentifikasi/ memetakan keadaan keluarga miskin yang ada di desa
3. Menyusun Rencana Kegiatan
4. Memotivasi masyarakat untuk melakukan swadaya pada setiap kegiatan gotong-royong
H. Teknik Pengukuran
Pengukuran pada setiap indikator variabel penelitian ini diuraikan dengan kriteria
berikut :
1. Mengidentifikasi prioritas pembangunan desa, dikategorikan :
Baik : Apabila pengurus OMS ikut serta secara aktif untuk mengikuti rapat/
musyawarah rencana pembangunan desa dan menentukan sarana/
prasarana yang harus segera direalisasikan pembangunannya.
Kurang Baik : Apabila pengurus OMS kurang aktif mengikuti musyawarah rencana
pembangunan desa dan belum sepenuhnya dapat menentukan sarana/
prasarana desa yang harus segera direalisasikan pembangunannya.
Tidak Baik : Apabila pengurus OMS tidak pernah mengikuti musyawarah rencana
pembangunan  desa dan tidak mampu menentukan sarana/ prasarana
yang harus segera direalisasikan pembangunannya.
2. Mengidentifikasi/ memetakan keadaan keluarga miskin yang ada di desa, diketagorikan :
Baik : Apabila pengurus OMS ikut serta secara aktif untuk mendata jumlah
keluarga miskin secara komprehensif, adil dan tanpa perlakukan
diskriminatif.
Kurang Baik : Apabila pengurus OMS kurang ikut serta untuk mendata jumlah
keluarga miskin secara komprehensif, adil dan tanpa perlakukan
diskriminatif.
Tidak Baik : Apabila pengurus OMS tidak pernah melakukan pendataan jumlah
keluarga miskin di desa.
3. Menyusun rencana kegiatan, diketagorikan :
Baik : Apabila pengurus OMS ikut serta secara aktif untuk menyusun rencana
kerja/ kegiatan pembangunan desa, dan menyusun anggaran yang
dibutuhkan.
Kurang Baik : Apabila pengurus OMS kurang ikut serta untuk menyusun rencana
kerja/ kegiatan pembangunan desa, dan kurang mampu menyusun
anggaran yang dibutuhkan.
Tidak Baik : Apabila pengurus OMS tidak pernah melakukan penyusunan rencana
kerja/ kegiatan pembangunan desa dan anggaran yang dibutuhkan.
4. Memotivasi masyarakat untuk mealakukan swadaya pada setiap kegiatan gotong-royong,
dikategorikan :
Baik : Apabila pengurus OMS selalu memberikan kesempatan kepada
masyarakat gagassan/ saran dan melibatkan masyarakat dalam
pengambilan keputusan mengenai pembangunan desa.
Kurang Baik : Apabila pengurus OMS jarang memberikan kesempatan kesempatan
kepada masyarakat untuk menyampaikan gagassan/ saran dan
melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai
pembangunan desa.
Tidak Baik : Apabila pengurus OMS tidak pernah memberikan kesempatan kepada
masyarakat gagassan/ saran dan melibatkan masyarakat dalam
pengambilan keputusan mengenai pembangunan desa.
I. Hipotesis
Bertitik tolak dari uraian tugas dan tanggung jawab OMS, maka penulis merumuskan
hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap hasil penelitian yang kebenarannya akan
dibuktikan lebih lanjut. Hipotesis tersebut adalah : “Diduga Tugas dan Tanggung Jawab OMS
dalam Pengadaan Rumah Layak Huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah




Mengacu pada rumusan tujuan penelitian maka data dan informasi yang dikumpulkan
melalui survei akan dijadikan dasar untuk mendiskripsikan sehingga tipe penelitian ini
diklasifikasikan ke dalam penelitian survei deskriptif.
Menurut Nazir (1999 : 63 ), metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian
suatu kelompok, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas
peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penilitian deskriptif ini adalah untuk membuat
deskriptif, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara
hubungan antara fenomena yang dihadapi.
B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten
Rokan Hulu. Pemilihan lokasi penelitian ini adalah dengan pertimbangan bahwa desa merupakan
salah satu penerima bantuan Rumah Sederhana Layak Huni dari pemerintah daerah, namun
terlihat belum diterima secara adil dan merata oleh masyarakat miskin yang berhak di desa
tersebut.
C. Populasi dan sampel
1. Populasi
Populasi penelitian ini adalah seluruh warga masyarakat yang didata sebagai penerima
bantuan Rumah Sederhana Layak Huni yang ada di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah
Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2009, yakni sebanyak 110 Kepala Kelurga (KK), 1 orang
Kepala Desa, 3 orang Anggota Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dan 2 orang Tenaga
Pendamping Masyarakat (TPM) didesa tersebut.
2. Sampel





1. Kepala Desa 1 1
2. Anggota OMS 3 3






Sumber: Kantor Kepala Desa Koto Tinggi 2010
D. Teknik Penarikan Sampel
Tabel III.1
Distribusi Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian
Untuk penetapan sampel dari populasi yang ada penulis menggunakan 2 teknik, yaitu
untuk Kepala Desa, Anggota OMS dan TPM diambil seluruhnya dari semua populasi dengan
menggunakan teknik sensus. Sementara untuk Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan Rumah
Sederhana Layak Huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah adalah menggunakan teknik
simple random sampling, dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari
populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara
demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. (Sugiyono : 2011. 93).
Untuk menentukan jumlah sampel penulis mengambil metode yang dikemukakan oleh
Suharsimi dan Arikunto (2002) yang mengatakan cara menentukan sampel adalah bila subyek
kurang dari 100 orang lebih baik diambil selurhnya dan apabila lebih dari 100 orang dapat
diambil 10-15% atau 20-25%.
Dalam penelitian ini yang mana sampel diambil sebanyak 20 orang dari populasi 110
orang. Ukuran sampel merupakan besarnya sampel yang akan diteliti, dinyatakan dalam
prosentase kemudian dihitung besar nilainya. Untuk menetukan ukuran sampel dari suatu
populasi, para ahli mengemukakan bermacam-macam cara. Penulis mengambil ukuran sampel
berdasarkan pendapat Slovin (Husein Umar, 1997. 107) yaitu := 1 +
Dimana :
N  = Ukuran populasi
n   = Jumlah sampel
= Porsentase kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan
E. Jenis dan Sumber Data
1. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari responden penelitian ini
antara lain tentang: data hasil kuisioner berupa pendapat responden tentang fungsi
pengawasan OMS dalam pembangunan pengadaan Rumah Sederhana Layak Huni;
dan data hasil wawancara dengan responden untuk memperjelas dan hasil kuisioner
tersebut.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperlukan guna memperjelas permasalahan yang
diteliti, yang diperoleh dari instansi terkait yakni pemerintahan Desa dan OMS,
mengenai data profil desa dan organisasi masyarakat setempat.
F. Teknik Pengumpulan Data
1. Angket (kuisioner) adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan angket
(daftar pertanyaan) kepada para responden sesuai variabel/ indikator penelitian.
2. Wawancara (Interview) adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan
wawancara langsung kepada responden, melalui daftar pertanyaan yang telah
disiapkan bertujuan untuk memperjelas hasil yang diperoleh melalui kuisioner.
3. Observasi yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan
langsung kepada obyek penelitian untuk melihat keadaan secara nyata.
G. Analisa Data
Setelah data atau bahan-bahan yang diperlukan, baik data primer maupun data sekunder
telah berhasil dikumpulkan, kemudian dipisahkan  atau dikelompokkan sesuai dengan  keperluan
dan kegunaan mendiskripsikan keseluruhan data yang diperoleh, serta melakukan  analisa secara
kualitatif untuk kemudian dapat menarik suatu kesimpulan.
BAB IV
GAMBARAN UMUM PENELITIAN
A. Desa Koto Tinggi
Kabupaten Rokan Hulu merupakan suatu wilayah di Propinsi Riau yang telah
mengalami perkembangan cukup pesat terutama setelah dilakukan pemekaran, baik
perkaembangan di bidang sosial dan perekonomian masyarakat maupun perkembangan di bidang
organisasi pemerintahan daerah, hingga pada tinggkat kecamatan dan kelurahan/ desa.
Desa Koto Tinggi adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Rambah
Kabupaten Rokan Hulu. Letak geoggrafis desa ini dapat digambarkan dengan batas-batas desa
sebagai brikut :
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pasir Pengarayan dan Desa Pematang
Berangan.
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Suka Maju.
 Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rambah Tengah Hilir dan Desa Pasir Baru.
 Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rambah Tengah Barat.
Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah berada pada jarak lebih kurang 4 kilo meter dari
ibukota kabupaten, dan lebih kurang 3 kilometer dari ibukota kecamatan dengan waktu tempuh
lebih kurang 1 jam jalan darat. Penduduk desa pada data akhir tahun 2008 berjumlah 5.274 jiwa
yang terdiri dari 2.741 penduduk laki-laki dan 2.533 perempuan, dan 1.540 Kepala Keluarga
(KK), yang berada pada wilayah desa seluas 5 kilo meter persegi. Untuk lebih jelasnya tentang
Data Wilayah Administrasi Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dan
jumlah penduduk dapat dilihat pada table berikut :











1 DESA KOTO TINGGI 5 (km)
Ke Kabupaten 4 (km)
Ke Kecamatan 3 (km)
- 1 Jam
- 1 Jam
Sumber : Kantor Kepala Desa Koto Tinggi
Tabel IV.2 Jumlah Populasi Penduduk Desa Koto Tinggi
Sumber : Kantor Kepala Desa Koto Tinggi
Penduduk di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah sebagian besar adalah suku Melayu,
namun juga terdapat penduduk dar suku lainnya, seperti suku Jawa, Batak, Minangkabau dan
sebagainya. Pada umumnya mata pencaharian penduduk adalah bertani, karena keadaan tanah
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Jumlah Kepala Keluarga (KK)











wilayah desa yang cukup subur untuk bercocok tanam, seperti tanaman karet, perkebunan kelapa
sawit, kelapa dan bebagai jenis palawija.
Keadaan prasarana pendidikan formal di Desa Koto Tinggi cukup memadai, yang mana
terdapat 5 buah Sekolah Dasar (SD), 2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), 3 Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), 4 Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), 3 Taman Pendidikan Al-
Qur’an (TPA), 1Taman Kanak-kanak (TK) dan 3 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :
Tabel IV.3 Prasarana Pendidikan
NO INDIKATOR
JUMLAH










a. Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)
b. Taman Pendidikan Al Qur’an (TPA)
Lembaga Pendidikan Anak
a. Taman Kanak-kanak (TK)















Sumber : Kantor Kepala Desa Koto Tinggi
Adapun prasarana kesehatan bagai masyarakat di Desa Koto Tinggi belum cukup
memadai. Prasarana kesehatan yang tersedia hanya Posyandu sebanyak 8 unit yang tersebar di
wilayah desa, sedangkan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) belum tersedia.
B. Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah
Kabupaten Rokan Hulu
Pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) pada dasarnya dimaksudkan
untuk mensukseskan program pemberdayaan dan pembangunan dipedesaan dengan menghimpun
segala potensi dan partisipasi masyarakat desa. Selain itu melalui OMS tersebut masyarakat
mempunyai hak dan tanggung jawab yang lebih besar dalam menentukan dan merumuskan
kebutuhan dasar akan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan dan menjadi prioritas bagi
masyarakat desa. Dengan demikian Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) berperan penting
untuk terlaksananya program pembangunan di desa.
Adapun tugas dan tanggung jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)
sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran 1 Peraturan Gubernur Riau Tentang Pedoman
Pelaksnaan Pembangunan Bidang Permukiman dengan pola Pemberdayaan Masyarakat tahun
2008 adalah :
1. Mengidentifikasi prioritas pembangunan yang ada di desa
2. Mengidentifikasi/ memtakan keadaan keluarga miskin di desa secara komprehensif,
berlaku adil dan tidak diskriminatif
3. Menyusun Rencana Kegiatan, Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan bekerja sama
dengan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)
4. Memotivasi masyarakat untuk melakukan swadaya pada setiap kegiatan gotong-royong
Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah
Kabupaten Rokan Hulu dibentuk secara demokratis melalui renbug warga dan dilakukan secara
transparan, yang diteptapkan dan di sahkan oleh Kepala Desa Berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Desa Koto Tinggi Nomor 05/ SK/ V/ 2008 tentang Pengurus Organisasi Masyarakat
Setempat (OMS) Desa Koto Tinggi. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Koto Tinggi
tersebut ditetapkan struktur organisasi pengurus sebagai berikut :
Gambar IV.1
Struktur Organisasi Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)
Desa Koto Tinggi
Sumber : Surat Keputusan Kepala Desa Koto Tinggi Nomor 05/ SK/ V/ 2008
Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah
Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan
program pembangunan pedesaan. Adapaun salah satu kegiatan OMS di Desa Koto Tinggi ialah







Program pembangunan rumah sederhana layak huni yang dilaksanakan seperti yang di
jelaskan dalam lampiran 1 Peraturan Gubernur Riau Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pembangunan Bidang Permukiman dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2009,
merupakan program Pembangunan yang berbasis pada pendekatan pemberdayaan serta
partisipasi masyarakat melalui :
1. Pembangunan yang berkualitas, artinya semua infrastruktur yang dibangun harus
memenuhi standar teknik yang telah ditetapkan
2. Keberpihakan pada kaum miskin, orientasi kegiatan baik dalam proses maupun
pemanfaatan hasil diutamakan bagi penduduk miskin
3. Otonomi dan desentralisasi masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang
luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun
pemanfaatan hasilnya
4. Partisipatif, masyarakat terlihat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan dengan semangat gotong-
royong
Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) merupakan lembaga kemasyarakatan, dengan
persyaratan kepengurusan sebagai berikut :
a. Pengurus OMS mempunyai kemampuan baca tulis
b. Warga desa setempat, terutama yang dikenal dan dikenal sebagian besar warga desa
c. Mempunyai kepedulian terhadap pembangunan desa
d. Mempunyai cukup waktu untuk melaksanakan tugasnya dan memahami kondisi desa
Ketua dan bendahara OMS dalam satu paket pemilihan dan dituangkan
BAB V
HASIL DAN ANALISA DATA
A. Identitas Responden
Responden penelitian secara keseluruhan berjumlah 26 orang, yang terdiri dari 1 orang
Kepala Desa, 3 Orang Pengurus OMS, 2 Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan 20 orang
Kepala Keluarga (KK) warga masyarakat penerima bantuan Rumah Sederhana Layak Huni
(RSLH) di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah. Untuk lebih jelasnya identitas responden
tersebut disajikan sebagai berikut :












jmlh % jmlh % jmlh % jmlh %
1 SMA 1 100,0 2 66,7 1 50,0 4 66,7
2 D-3 - - 1 33,3 1 50,0 2 33,3
3 S.1 - - - - - - - -
Jumlah 1 100,0 3 100,0 2 100,0 6 100,0
Sumber : Data olahan hasil penelitian
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa identitas responden menurut tingkat pendidikan
dari Kepala Desa, Pengurus OMS, dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) adalah 4 orang
atau 66,7% berpendidikan SMA, dan 2 orang atau 33,3% berpendidikan Diploma (D3).
Selanjutnya identitas responden yang merupakan Kepala Desa, Pengurus OMS dan
Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) berdasarkan tingkat umur adalah seperti terdapat pada
tabel berikut :












jmlh % jmlh % jmlh % jmlh %
1 30-39 - - 1 33,3 2 100,0 3 50,0
2 40-49 1 100,0 2 66,7 - - 3 50,0
Jumlah 1 100,0 3 100,0 2 100,0 6 100,0
Sumber : Data olahan hasil penelitian
Berdasarkan tabel di atas identitas responden menurut tingkat umur dari Kepala Desa,
Pengurus OMS dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) adalah sebanyak 3 orang 50,0%
dengan tingkat umur 30-39 tahun, dan 3 orang atau 50,0% dengan tingkat umur 40-49 tahun.
Adapun identitas responden yang merupakan warga masyarakat penerima bantuan
Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah menurut
tingkat umur adalah sebagai berikut :
Tabel V.3. Identitas Responden Masyarakat Penerima Bantuan Rumah Sederhana Layak
Huni (RSLH) Menurut Tingkat Umur
Tingkat Umur (tahun) Responden
Jumlah %
1 30-39 4 20,0
2 40-49 6 30,0
3 50-59 10 50,0
Jumlah 20 100,0
Sumber : Data olahan hasil penelitian
Berdasarkan tabel di atas identitas responden menurut tingkat umur dari dari masyarakat
penerima bantuan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) di Desa Koto Tinggi Kecamatan
Rambah adalah, sebanyak 4 orang atau 20,0% dengan tingkat umur 30-39 tahun, 6 orang atau
30,0% dengan tingkat umur 40-49 tahun dan 10 orang atau 50,0% dengan tingkat umur 50-59
tahun.
Kemudian identitas responden yang merupakan warga masyarakat penerima bantuan
Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah menurut
pakerjaan/ mata pencaharian adalah sebagai berikut :
Tabel V.4. Identitas Responden Masyarakat Penerima Bantuan Rumah SederhanaLayak




1 Buruh 5 25,0
2 Petani 15 75,0
Jumlah 20 100,0
Sumber : Data olahan hasil penelitian
Berdasarkan tabel di atas identitas responden menurut pekerjaan/ mata pencaharian
masyarakat penerima bantuan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) di Desa Koto Tinggi
Kecamatan Rambah adalah sebanyak 5 orang atau 25,0% dengan pekejaan/ mata pencaharian
buruh, dan 15 orang atau 75,0% dengan pekejaan/ mata pencaharian petani.
B. Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dalam
Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan
Rambah Kabupaten Rokan Hulu
Pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa merupakan program dan kebijakan
yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional, karena kesuksesan pelaksanaan
pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa menjadi indikator yang menentukan
keberhasilan pembangunan nasional. Terlebih lagi sebagian besar penduduk Indonesia bertempat
tinggal di wilayah pedesaan, maka pemberdayaan dan pembangunan masyarakat yang ada di
pedesaan harus menjadi bagian penting dalam rangka pembangunan nasional tersebut.
Keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan dan pembangunan yang dilaksanakan
pemerintah, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah, selain
ketersediaan berbagai sumberdaya, juga ditentukan oleh adanya partisipatif aktif masyarakat.
Partisipatif aktif masyarakat selain dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan
pembangunan, juga menjamin agar program yang dilaksanakan tepat guna dan tepat sasaran.
Adapaun salah satu bentuk partisipasi masyarakat dengan upaya pemberdayaan dan
pembangunan desa adalah diwujudkan dalam pengelolaan Organisasi Masyarakat Setempat
(OMS). Sebagai suatu organisasi kemasyarakatan di tingkat desa, OMS sesuai dengan tugas dan
tanggung jawabnya berupaya untuk berperan aktif dalam rangaka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa.
Sebagaimana yang terdapat di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, Organisasi
Masyarakat Setempat (OMS) telah mengambil bagian penting dalam kegiatan pemberdayaan dan
pembangunan masyarakat desa. Adapaun salah satu kegiatan yang dilaksanakan OMS di Desa
Koto Tinggi Kecamatan Rambah ialah pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH)
yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin di desa tersebut sesuai dengan keriteria dan
persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang membantu pemerintah dalam
melaksanakan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa, OMS memiliki tugas dan
tanggung jawab dalam : mengidentifikasi prioritas pembangunan yang ada di desa;
mengidentifikasi/ memetakan keadaan keluarga miskin yang ada di desa secara kompehensif,
berlaku adil dan tidak diskriminatif; menyusun Rencana Kegiatan, Rencana Penggunaan Dana
(RPD) dan bekerja sama dengan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM); dan memotivasi
masyarakat untuk melakukan swadaya pada setiap kegiatan gotong-royong.
Untuk megetahui sejauhmana tugas dan tanggung jawab yang telah dilakukan oleh
Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah dalam
kegiatan pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) bagi masyarakat desa tersebut,
maka penulis menganalisis hal itu berdasarkan kuisioner dan wawancara yang diuraikan sebagai
berikut :
B.1. Mengidentifikasi prioritas pembangunan yang ada di Desa
Mengidentifikasi prioritas pembangunan yang ada di Desa adalah salah satu tugas OMS
yang dimaksudkan untuk menentukan sarana/ prasarana yang perlu segera dibangun di desa
berdasarkan data serta aspirasi masyarkat melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa.
Dengan melakukan identifikasi yang tepat terhadap sarana dan prasarana yang perlu mendapat
prioritas, maka diharapkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang direalisasikan tepat
guna dan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Untuk mengetahui dari fungsi pengawasan OMS dalam mengidentifikasi prioritas
pembangunan di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dapat dilihat dari analisis dan tanggapan
responden sebagai berikut :
Tabel V.5 Tanggapan Responden Tentang OMS dalam Mengikuti Musyawarah Rencana
Pembangunan Desa
No Jumlah Responden Persentase (%)
1 Ikut 10 50,0 %
2 Kurang tau 7 35,0 %
3 Tidak tau 3 15,0 %
Jumlah 20 100 %
Suber : Data Hasil Penelitian
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata 10 responden atau 50,0%
menyatakan OMS ikut dalam Mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan di Desa Koto
Tinggi Kecamatan Rambah, dengan penjelasan responden :
 OMS selalu mengikuti rapat dengan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
 Selaku tim pengurus dan penggerak dalam pembangunan pemukiman masyarakat, OMS
harus berperan aktif.
 OMS wajib hadir pada setiap rapat diadakan untuk perencanaan pembangunan di desa
ini.
 OMS harus hadir disetiap rapat diadakan, karna ini menyangkut tentang tanggung
jawabnya.
 Anggota OMS adalah sebagai penanggung jawab dalam pembngunan pemukiman
masyarakat miskin.
 Setiap musyawarah OMS selalu menghadiri nya, dalam perencanaan pembangunan
pemukiman bagi masyarakat miskin.
Sementara itu rata-rata 7 responden atau 35,0% menyatakan OMS kurang tau dalam
mengikuti musyawarah rencana pembangunan di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah.
Adapun penjelasan responden adalah :
 Karna saya kurang tau dengan anggota OMS yang ditunjuk.
 Saya kurang tau, karna saya tidak bisa hadir.
 Saya tidak terlalu mengetahui, karna sewaktu rapat saya ada kepentingan lain.
 Dikarnakan saya kurang aktif dalam mengikuti rapat.
 Saya agak kurang tau, karna saya ada halangan untuk hadir.
 Karna saya jarang sekali mengikuti rapat.
Kemudian rata-rata 3 responden atau 15,0% yang menyatakan tidak tau apakah OMS
mengikuti musyawarah rencana pembangunan di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah. Dengan
penjelasan responden sebagai berikut:
 Saya tidak tau apakah OMS selalu mengikuti rapat atau tidak.
 Karna saya tidak ikut dalam mengikuti rapat yang diadakan oleh OMS.
Sehubungan dengan keikutsertaan OMS dalam Mengikuti Musyawarah Rencana
Pembangunan di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah tesebut, menurut Kepala Desa bahwa
pengurus OMS di daerah setempat telah dapat mengikuti dengan baik, melalui kegitan
musyawarah rencana pembangunan di tingakat desa.
Lebih lanjut menurut Pengurus OMS di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah tersebut,
pada dasarnya OMS berupaya untuk menghadiri setiap musyawarah rencana pembangunan yang
dilakukan di tingkat desa sehingga OMS dapat mengetahui apa saja yang dibutuhakan oleh
masyarakat dalam pembangunan desa.
Kemudian menurut Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) di Desa Koto Tinggi
Kecamatan Rambah juga menjelaskan bahwa pengurus OMS telah Mengikuti Musyawarah
Rencana Pembangunan di desa tersebut dengan baik melalui gagasan dan saran yang
disampaikan dalam musyawarah rencana pembangunan yang dilaksanakan. Dalam hal ini TPM
berupaya membantu OMS dalam mengidentifikasi usulan kegiatan yang disampaikan
masyarakat desa.
Sementara itu dari observasi yang dilakukan dapat dilihat bahwa pada dasarnya OMS di
Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah cukup aktif dalam mengikuti musyawarah rencana
pembangunan di tingkat desa untuk mengetahui apa saja pembangunan yang perlu diprioritaskan.
Hasil musyawarah tersebut kemudian dapat dijadikan informasi yang berguna untuk mengambil
keputusan yang perlu disediakan untuk pembangunan desa.
Dari keseluruhan tanggapan responden yang diperoleh dari kuisioner dan wawancara
sebagaimana yang telah diuraikan di atas, serta hasil observasi maka dapat disimpulkan bahwa
sebagian besar masyarakat menyatakan OMS selalu mengikuti musyawarah rencana
pembangunan desa, ini menunjukkan bahwa anggota OMS telah melaksanakan fungsi dan
tanggung jawabnya dengan baik. Kemudian hanya sebagian kecil saja masyarakat yang
menyatakan kurang tau bahwa OMS mengikuti musawarah rencana pembangunan desa, ini
menjelaskan bahwa masyarakat kurang aktif dalam mengikuti musawarah rencana pembangunan
desa.
Selanjutnya hanya beberapa orang saja yang menyatakan tidak tau bahwa OMS
mengikuti musawarah rencana pembangunan desa, ini menunjukkan bahwa hanya beberapa
orang saja dari masyarakat yang tidak mengikuti sama sekali dalam musawarah rencana
pembangunan di desa tersebut.
Secara keseluruhan OMS telah Mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan di Desa
Koto Tinggi Kecamatan Rambah. Anggota OMS sebagai organisasi penggerak pembangunan
rumah sederhana layak huni harus berperan aktif dan menjalankan tugasnya sebagai fungsi
pengawasan pembangunan pemukiman masyarakat, terutama pada saat rapat perencanaan
pembangunan pemukiman masyarakat di desa Koto Tinggi dan kinerja anggota OMS
dikategorikan baik.
Musawarah rencana pembangunan desa dalam hal ini anggota OMS memiliki tanggung
jawab yang besar dalam pembangunan perumahan bagi masyarakat miskin di Desa Koto Tinggi.
Pembangunan desa harus berdasarkan data dan aspirasi masyarakat yaitu melalui musawarah
rencana pembangunan desa. Dengan adanya musawarah rencana pembangunan desa maka
terlihat hasil dari kegiatan pembangunan telah tepat guna sesuai dengan keburtuhan masyarakat
setempat. Musawarah rencana pembangunan desa dalam hal ini anggota OMS adalah sebagai
inisiator dalam terselenggaranya musawarah desa sebagai salah satu bentuk kegiatan penyerapan
aspirasi dari masyarakat.
Keberadaan musawarah pembangunan desa secara resmi dalam proses perencanaan
adalah satu kesempatan untuk benar-benar menerapkan prinsip pendekatan bottom-up. Jika
dikaitkan dengan proses penganggaran, musawarah pembangunan desa merupakan salah satu
tahapan di mana kebutuhan masyarakat bisa diidentifikasi dan dianggarkan (Rianingsih Djohani,
FPPM 2008).
Tabel V.6. Tanggapan Responden Tentang OMS dalam Menentukan Sarana dan
Prasarana yang Harus Segera direalisasikan
No Penilaian Jumlah Responden Persentase (%)
1 Ikut 15 75,0 %
2 Sebagian 5 25,0 %
3 Tidak tau - -
Jumlah 20 100,0 %
Suber : Data Hasil Penelitian
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata 15 responden atau 75,0%
menyatakan OMS ikut dalam menentukan sarana dan prasarana yang harus segera direalisasikan
di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dengan penjelasan responden :
 Semua anggota OMS ikut dalam menentukan sarana dan prasarana untuk segera
direalisasikan bagi masyarakat miskin.
 OMS juga menentukan sarana dan prasarana untuk pembangunan pemukiman bagi
masyarakat miskin.
 OMS harus segera menentukan sarana/ prasarana yang harus segera dibangun untuk
masyarakat yang sangat membutuhkannya.
 Dalam hal ini OMS selalu ikut dalam menentukan sarana dan prasarana yang harus
segera dilaksanakan.
 OMS di desa kami selalu berperan aktif terhadap segala kegiatan yang berhubungan
dengan OMS, termasuk program rumah layak huni ini.
 Setiap menentukan sarana/ prasarana, anggota OMS selalu mengikutinya dengan rutin.
 Dikarenakan OMS harus menentukan dengan segera apa yang harus segera
direalisasikan mengenai pembangunan perumahan rakyat.
 Karena pembangunan di desa kami harus ditentukan oleh OMS.
 Sebab apa bila OMS tidak menentukan sarana dan prasarana pembangunan, maka
masyarakat merasa dikecewakan oleh pengurus OMS yang telah ditunjuk.
Sementara itu tedapat 5 responden atau 25,0% menyatakan hanya sebagian anggota
OMS yang ikut dalam menentukan sarana dan prasarana  yang harus segera direalisasikan di
Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dengan penjelasan responden :
 Kadang-kadang ada juga anggota OMS yang tidak ikut, kemungkinan ada hal lain dan
sebaginya.
 Hanya sebagian saja anggota OMS yang ikut.
 Saya kurang tau betul, karna saya tinggal di lading.
Sehubungan dengan OMS dalam menentukan sarana dan prasarana yang harus segera
direalisasikan untuk pembangunan di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah tesebut, menurut
Kepala Desa bahwa pengurus OMS di daerah setempat telah dapat menentukan sarana dan
prasarana dengan baik, melalui kegitan musyawarah rencana pembangunan di tingakat desa dan
menentukan sarana dan prasarana yang perlu diprioritaskan.
Lebih lanjut menurut Pengurus OMS di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah tersebut,
pada dasarnya OMS berupaya dalam menentukan sarana dan prasarana yang harus segera
direalisasikan untuk pembangunan yang dilaksanakan di tingkat desa sehingga OMS dapat
mengetahui sarana dan prasarana yang dibutuhakan oleh masyarakat desa.
Kemudian menurut Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) di Desa Koto Tinggi
Kecamatan Rambah juga menjelaskan bahwa pengurus OMS telah menentukan sarana dan
prasarana yang harus segera direalisasikan dalam pembangunan di desa tersebut dengan baik
melalui gagasan dan saran yang disampaikan dalam musyawarah rencana pembangunan yang
dilaksanakan. Dalam hal ini TPM berupaya membantu OMS dalam menentukan sarana dan
prasarana yang harus segera direalisasikan untuk pembangunan desa.
Sementara itu dari observasi yang dilakukan dapat dilihat bahwa pada dasarnya OMS di
Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah sudah baik dalam menentukan sarana dan prasarana yang
harus segera direalisasikan untuk pembangunan di tingkat desa dan mengetahui apa saja
pembangunan yang perlu diprioritaskan. Hasil tersebut kemudian dapat dijadikan informasi yang
berguna untuk mengambil keputusan pembangunan sarana dan prasarana desa yang perlu
disediakan.
Dari keseluruhan tanggapan responden yang diperoleh dari kuisioner dan wawancara
sebagimana yang telah diuraikan di atas, serta hasil observasi maka dapat disimpulkan bahwa
sebagian besar masyarakat menyatakan anggota OMS ikut dalam menentukan sarana dan
prasarana yang harus segera direalisasikan, hal ini menunjukkan bahwa anggota OMS selalu
aktif dalam menentukan sarana dan prasarana yang harus segera direalisasikan dan telah tepat
pada sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan pemukiman bagi masyarakat miskin.
Kemudian hanya beberapa orang saja dari masyarakat yang berpendapat bahwa hanya
sebagian dari anggota OMS yang ikut dalam menentukan sarana dan prasarana yang harus segera
direalisasikan, ini menunjukkan bahwa anggota OMS belum sepenuhnya aktif dalam
menentukan sarana dan prasarana yang harus segera direalisasikan di desa tersebut, sehingga
dampak yang dirasakan oleh masyarakat dalam menentukan sarana dan prasarana yang
dilakukan oleh OMS tersebut belum tepat sasaran dan belum terlaksana dengan baik.
Namun secara keseluruhan dan penelitian yang dilakukan di lapangan anggota OMS
telah menentukan sarana dan prasarana dalam mengidentifiksi prioritas pembangunan di Desa
Koto Tinggi Kecamatan Rambah sudah terlaksana  sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan
oleh masyarakat, jika dikaitkan dengan tanggapan responden yang menyatakan hanya sebagian
anggota OMS yang ikut dalam menentukan sarana dan prasarana maka tidak akan memberikan
dampak negatif terhadap pembangunan desa, karena dalam hal ini hanya sebagian kecil saja dari
masyarakat yang menyatakan hal tersebut, maka dari itu kinerja OMS dinilai dengan kategori
baik.
Mekanisme bottom-up planning menjadi sangat penting dalam pengembangan sarana
dan prasarana wilayah di pedesaan, dikarenakan beberapa hal, antara lain :
1. Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana secara terpusat sering kurang
mencerminkan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga sering kurang dimanfaatkan
dan dipelihara oleh masyarakat setempat.
2. Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana secara terpusat sering mengabaikan
potensi masyarakat setempat, sehingga potensi lokal tidak diberdayakan secara optimal.
Ke depan, dalam pengembangan sarana dan prasarana wilayah di pedesaan harus
mengedepankan prinsip :
1. Perencanaan, pembangunan/pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan
prasarana wilayah di pedesaan pada prinsipnya menjadi wewenang pemerintah dengan
tetap melibatkan masyarakat. Adanya partisipasi nyata masyarakat di dalamnya.
2. Identifikasi kebutuhan, penyusunan perencanaan dan program serta penentuan prioritas
investasi dan kegiatan-kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah di pedesaan
ditingkatkan melalui mekanisme bottom-up dan top-down.
3. Sarana dan prasarana yang akan dibangun/dikembangkan harus mencerminkan kebutuhan
masyarakat setempat.
4. Perlu upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya yang ada setempat.
5. Sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat, sehingga sarana dan prasarana wilayah
yang dibangun/ dikembangkan di pedesaan dapat memberikan manfaat nyata bagi
aktivitas kehidupan dan perekonomian masyarakat setempat, (Rukmana, N., Steinberg F.,
dan van der Hoff, R., 1993)
B.2. Mengidentifikasi/ memetakan keadaan keluarga miskin di Desa
Mengidentifikasi/ memetakan keadaan keluarga miskin yang ada di desa secara
komprehensif, berlaku adil dan tidak diskriminatif adalah salah satu tugas dan tanggung jawab
OMS dalam mendata jumlah keluarga miskin yang berhak menerima bantuan Rumah Sederhana
Layak Huni secara menyeluruh dan adil sesuai dengan keriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
daerah. Kegiatan OMS dalam mengidentifikasi/ memetakan keadaan keluarga miskin yang ada
di desa ini dimaksudkan agar OMS memperoleh data yang akurat tentang berapa banyak
keluarga miskin yang berhak memperoleh bantuan pemukiman dari pemerintah. Untuk
mengetahui peranan OMS dalam mengidentifikasi/ memetakan keadaan keluarga miskin di Desa
Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dapat dilihat analisi tanggapan responden sebagai berikut :
Tabel V.7 Tanggapan Responden Tentang OMS Dalam Melakukan Pendataan Kelurga
Miskin Secara Komprehensif
No Penilaian Jumlah Responden Persentase (%)
1 Ikut 16 80,0 %
2 Kadang-kadang 1 5,0 %
3 Tidak tau 3 15,0 %
Jumlah 20 100,0 %
Sumber : Data Hasil Penelitian
Berdasarkan tabel di atas terdapat rata-rata 16 responden atau 80,0% menyatakan bahwa
OMS ikut dalam Melakukan Pendataan Kelurga Miskin Secara Komprehensif di Desa Koto
Tinggi Kecamatan Rambah, dengan penjelasan responden :
 Seluruh anggota OMS ikut mendata keluarga miskin, agar tidak melenceng dari sasaran
yang diinginkan.
 OMS mendatangi rumah-rumah untuk mendata keluarga miskin yang ada di desa Koto
Tinggi ini.
 Karena OMS harus mendata secara keseluruhan terhadap masyarakat yang kurang
mampu di desa ini.
 Dalam mendata keluaraga/ masyarakat miskin, anggota OMS menurut saya sudah
melakukan pendataan secara komprehensif dan benar.
 OMS pada desa ini ikut dalam mendata masyarakat yang mendapatkan/ membutuhkan
rumah layak huni.
 Dalam menentukan masyarakat miskin, OMS selalu ikut dalam mendata secara tepat dan
benar.
 OMS mendatangi rumah-rumah untuk didata terutama masyarakat miskin.
 Anggota OMS secara rutin mendata keluarga miskin di desa Koto Yinggi ini.
Sementara itu terdapat 1 responden atau 5,0% menyatakan bahwa OMS kadang-kadang
dalam Melakukan Pendataan Kelurga Miskin Secara Komprehensif di Desa Koto Tinggi
Kecamatan Rambah, dengan penjelasan responden :
 Yang hanya saya ketahui Cuma sekali OMS malakukan pendataan.
Kemudian terdapat rata-rata 3 responden atau 15,0% menyatakan tidak tau tentang
OMS Melakukan Pendataan Kelurga Miskin Secara Komprehensif di Desa Koto Tinggi
Kecamatan Rambah, dengan penjelasan reponden :
 Dikarnakan saya tinggal di ladang.
 Karna saya pulang malam-malam dari kerja.
 Saya tidak tau apakah OMS ikut mendata keluarga miskin secara komprehensif.
Berkaitan dengan fungsi OMS dalam Melakukan Pendataan Kelurga Miskin Secara
Komprehensif di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah tersebut, menurut Kepala Desa telah
terlaksana dengan baik. Hal itu telah terlihat dari aktifitas pengurus OMS yang telah berupaya
melakukan pendataan keluarga miskin yang berhak menerima bantuan rumah sederhana layak
huni di desa tersebut.
Selanjutnya menurut Pengurus OMS di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah tersebut,
telah berupaya secara maksimal untuk dapat melakukan pendataan keluarga miskin yang ada di
desa. Dengan demikian, OMS memperoleh data yang akurat mengenai kepala keluarga yang
berhak menerima bantuan rumah sederhana layak huni.
Sementara itu, dari observasi yang dilakukan diketahui bahwa pada dasarnya OMS di
Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah sudah aktif dalam melakukan pendataan keluarga miskin
yang ada di desa tersebut sehingga OMS memperoleh data yang akurat untuk dapat menentukan
secara adil keluarga yang berhak mendapat bantuan rumah sederhana layak huni yang disediakan
oleh pemerintah.
Berdasarkan keseluruhan tanggapan responden yang diperoleh melalui kuisioner dan
wawancara sebagaimana yang telah diuraikan di atas, serta observasi yang dilakukan, maka
dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari masyarakat berpendapat bahwa Anggota OMS ikut
dalam melakukan pendataan keluarga miskin secara komprehensif, ini menunjukkan bahwa
seluruh anggota OMS ikut secara aktif dalam melakukan pendataan kelaurga miskin secara
komprehensif, upaya ini agar tidak melenceng dari sasaran yang ingin dicapai terutama bagi
masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan rumah.
Selanjutnya hanya sebagian kecil masyarakat berpendapat bahwa anggota OMS kadang-
kadang dalam melakukan pendataan keluarga miskin secara komprehensif, hal ini menunjukkan
bahwa pihak OMS kurang mampu dalam melakukan pendataan keluarga miskin secara
komprehensif, sehingga keluarga miskin yang berhak memperoleh bantuan rumah sederhana
layak huni yang ada di desa tersebut belum sepenuhnya terdata secara menyeluruh.
Kemudian hanya sebagian kecil dari masyarakat menyatakan tidak tau tentang OMS
dalam melakukan pendataan keluarga miskin secara komprehensif, ini menunjukkan bahwa
masyarakat di desa tersebut kurang mengetahui terhadap OMS dalam melakukan pendataan
kelurga miskin secara komprehensif, dikarenakan masyarakat jarang menetap di desa ataupun
ada yang tinggal di ladang.
Namun secara keseluruhan melalui penelitian yang dilakukan dilapangan OMS sudah
melakukan pendataan keluarga miskin secara komprehensif dan benar di Desa Koto Tinggi
Kecamatan Rambah, dengan semua kemampuan yang diupayakan oleh OMS agar masyarakat
penerima bantuan rumah sederhana layak huni terdata secara menyeluruh dan  meliputi semua
kalangan masyarakat miskin yang berada di Desa Koto Tinggi, maka dengan demikian jauh
kemungkinan masyarakat menyatakan OMS tidak melakukan pendataan secara tidak baik, oleh
sebab itu OMS sudah melaksanakan tugas dan tanggungnya dengan tepat dan benar, dan kinerja
OMS dikategorikan baik.
Tabel V.8 Tanggapan Responden Tentang OMS Dalam Melakukan Pendataan Kelurga
Miskin Secara Adil
No Penilaian Jumlah Responden Persentase (%)
1 Sudah adil 12 60,0 %
2 Kadang-kadang 2 10,0 %
3 Kurang adil 6 30 %
Jumlah 20 100,0 %
Sumber : Data Hasil Penelitian
Berdasarkan tabel di atas terdapat rata-rata 12 responden atau 60,0% menyatakan bahwa
OMS sudah adil dalam Melakukan Pendataan Kelurga Miskin Secara Adil di Desa Koto Tinggi
Kecamatan Rambah, dengan penjelasan reponden :
 Anggota OMS sudah adil dalam mendata keluarga miskin untuk penerima bantuan
rumah.
 OMS sudah adil dalam mendata keluarga miskin.
 OMS sudah adil dalam menentukan atau mendata keluarga miskin, karena saya juga
mendapatkan perumahan ini.
 Karena sudah tepat sasaran, artinya OMS sudah adil dalam memilih masyarakat yang
berhak mendapatkan rumah layak huni.
 Menurut saya, OMS sudah dipercayakan untuk melakukan tugasnya dengan baik dan
secara adil.
 Menurut saya OMS sudah adil dalam menentukan/ mendata keluarga miskin karena saya
adlah salah satu masyarakat yang mendapatkan perumahan dari pemerintah.
Sementara itu terdapat rata-rata 2 responden atau 10,0% menyatakan bahwa OMS
kadang-kadang Melakukan Pendataan Kelurga Miskin Secara Adil di Desa Koto Tinggi
Kecamatan Rambah, dengan penjelasan responden :
 Saya menilai bahwa OMS kadang-kadang berlaku adil, karna masih ada masyarakat
yang belum mendapatkan perumahan ini.
 Saya kurang tau apakah OMS sudah adil atau tidak, tapi saya melihat belum sepenuhnya
adil dan tidak pula sepenuhnya tidak adil, saya simpulkan kadang-kadang saja.
Kemudian terdapat rata-rata 6 responden atau 30,0% menyatakan bahwa OMS kurang
adil dalam Melakukan Pendataan Kelurga Miskin Secara Adil di Desa Koto Tinggi Kecamatan
Rambah, dengan penjelasan reponden :
 Dalam hal ini saya melihat adanya kurang tepat anggota pengurus OMS dalam mendata
masyarakat miskin untuk mendapatkan pemukiman dari pemerintah.
 Untuk kegiatan ini saya menilai, adanya kurang tepat sasaran oleh OMS dalam mendata
masyarakat miskin yang mestinya mendapat pembinaan yang layak.
 Saya pernah berbincang dengan masyarkat yang lain, bahwa OMS kurang adil, karna
dia tidak mendapatkan bantuan rumah tersebut, padahal dia sudah memnuhi syarat
untuk mendapatkan perumahan dari pemerintah.
 Karna masih banyak masyarakat yang mengeluh.
Berkaitan dengan kinerja OMS dalam Melakukan Pendataan Kelurga Miskin Secara
Adil di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah tersebut, menurut Kepala Desa telah terlaksana
dengan baik. Hal itu telah terlihat dari aktifitas pengurus OMS yang telah berupaya melakukan
pendataan keluarga miskin yang berhak menerima bantuan rumah sederhana layak huni di desa
tersebut secara adil.
Selanjutnya menurut Pengurus OMS di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah tersebut,
telah berupaya secara maksimal untuk dapat Melakukan Pendataan Keluarga Miskin Secara Adil
yang ada di desa. Dengan demikian, OMS memperoleh data yang akurat mengenai kepala
keluarga yang berhak menerima bantuan rumah sederhana layak huni.
Sementara itu, dari observasi yang dilakukan diketahui bahwa pada dasarnya OMS di
Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah sudah aktif untuk Melakukan Pendataan Kelurga Miskin
Secara Adil yang ada di desa tersebut sehingga OMS memperoleh data yang akurat untuk dapat
menentukan secara adil keluarga yang berhak mendapat bantuan rumah sederhana layak huni
yang disediakan oleh pemerintah.
Berdasarkan keseluruhan tanggapan responden yang diperoleh melalui kuisioner dan
wawancara sebagaimana yang telah diuraikan di atas, serta observasi yang dilakukan, maka
dapat penulis simpulkan bahwa sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa anggota OMS
sudah adil dalam melakukan pendataan keluarga miskin yang ada di Desa Koto Tinggi, ini
menjelaskan bahwa masyarakat menilai OMS sudah adil dalam melakukan pendataan keluarga
miskin sehingga masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan rumah sudah terpenuhi secara
adil dan tepat pada sasaran yang ingin dicapai.
Kemudian sebagian kecil masyarakat menyatakan bahwa pihak OMS kadang-kadang
berlaku adil dalam melakukan pendataan keluarga miskin, ini menunjukkan bahwa anggota OMS
kurang mampu melakukan pendataan keluarga miskin secara adil, sehingga keluarga miskin
yang berhak memperoleh bantuan rumah sederhana layak huni belum terdata secara menyeluruh,
karna masih ada masyarakat yang menyatakan belum mendapatkan bantuan rumah seserhana
layak huni dari pemerintah.
Selanjutnya hanya beberapa orang dari masyarakat menyatakan bahwa OMS kurang
adil dalam mendata keluarga miskin, hal ini dikarenakan pihak OMS tidak mampu secara
maksimal dalam melakukan pendataan keluarga miskin di Desa Koto Tinggi tersebut karena
masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan perumahan layak huni.
Secara keseluruhan dan hasil penelitian di lapangan anggota OMS cukup baik dalam
Melakukan Pendataan Kelurga Miskin Secara Adil di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah
tersebut, karena terdapat sebanyak 30% dari masyarakat menyatakan OMS kurang adil dalam
melakukan pendataan keluarga miskin, ini menunjukkan bahwa anggota OMS belum mampu
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai fungsi pengawasan pembangunan rumah
layak huni di Desa Koto Tinggi tersebut, dalam hal ini kinerja OMS dikategorikan kurang baik.
B.3. Menyusun Rencana Kegitan
Menyusun Rencana Kegiatan adalah salah satu tugas tanggung jawab OMS dalam
menyusun rencana kegiatan pembangunan bantuan sarana/ prasarana desa serta anggaran biaya
yang dibutuhkan. Dalam hal ini OMS menyusun perencanaan yang meliputi rencana pelaksanaan
kegiatan fisik serta anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembanngunan pemukiman rumah
sederhana layak hunibagi masyarakat miskin yang telah terdaftar sebagai pihak yang berhak
menerima bantuan pemukiman di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah tersebut.
Untuk mengetahui fungsi pengawasan OMS dalam menyusun rencana kegiatan
pembangunan di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dapat dilihat analisis tanggapan
responden sebagai berikut :
Tabel V.9. Tanggapan Responden Tentang OMS dalam Menyusun Rencana Pembangunan
Sarana/ prasarana
No Penilaian Jumlah Responden Persentase (%)
1 Baik 19 95,0 %
2 Cukup Baik - 0,0 %
3 Kurang Baik 1 5,0 %
Jumlah 20 100,0 %
Sumber : Data Hasil Penelitian
Berdasarkan tabel di atas terdapat rata-rata 19 responden atau 95,0% menyatakan pihak
OMS baik dalam melakukan dalam Menyusun Rencana Pembangunan Sarana/ prasarana di Desa
Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dengan penjelasan responden :
 Penyusunan rencana kegiatan pembangunan sarana/ prasarana sudah baik dilakukan
oleh OMS.
 Untuk menyusun rencana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sudah berjalan
dengan baik oleh OMS.
 Saya menilai sudah baik, karena tidak adanya simpang siur dalam pelaksanaan
pembangunan.
 Karena sudah berjalan dengan semestinya dan berdasrkan prosedur yang ada.
 Karena OMS harus menyusun rencana kegiatan dengan teliti, supaya program yang
dilaksanakan harus berjalan dengan prosedur.
 Menurut pendapat saya sudah baik kerena tidak ada hambatan bagi OMS dalam
penyusunan rencana kegiatan.
 Saya menilai OMS dalam penyusunan kegiatan perencanaan pembangunan tidak ada
yang terkendala, dalam arti berjalan baik-baik saja.
 Untuk menyusun rencana kegiatan pembangunan saya menilai sudah baik.
 Karena dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan, saya sebagai masyarakat
menilai aktifitas OMS sudah berjalan dengan baik.
 Saya merasa sudah baik.
Kemudian pada tabel di atas menunjukkan bahwa 1 responden atau 5,0% menyatakan
OMS kurang baik dalam Menyusun Rencana Pembangunan Sarana/ prasarana di Desa Koto
Tinggi Kecamatan Rambah, dengan penjelasan responden:
 Karena pernah terjadinya kemacetan dalam kegiatan pembangunan.
Sehubungan dengan fungsi pengawasan OMS dalam Menyusun Rencana Pembangunan
Sarana/ prasarana di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah tersebut, menurut Kepala Desa telah
terlakasana dengan baik. Hal itu telah terlihat dari aktifitas pengurus OMS yang telah Menyusun
Rencana Pembangunan Sarana/ prasarana yang dibutuhkan di desa.
Selanjutnya menurut pengurus OMS di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah tersebut
bahwa OMS telah melakssanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam Menyusun Rencana
Pembangunan Sarana/ prasarana yang dibutuhkan masayarakat desa.
Kemudian menurut Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) di Desa Koto Tinggi
Kecamatan Rambah bahwa untuk memperlancarkan pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah
sederhana di desa tersebut, TPM telah berupaya membantu OMS dalam Menyusun Rencana
Pembangunan Sarana/ prasarana yang dibutuhkan di desa. Disamping itu pihak TPM juga
membantu kelancaran kegiatan pembangunan desa dengan melakukan pengawasan dan mutu dan
volume pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah diselesaikan, serta membuat laporan
pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut.
Demikian pula menurut observasi yang dilakukan, pada umumnya OMS di Desa Koto
Tinggi Kecamatan Rambah baik dalam menyusun rencana pembangunan sarana/ prasarana yang
dubutuhkan di desa tersebut. Di samping itu, OMS juga menyusun anggaran pembangunan
sarana/ prasarana yang dibutuhkan kerjasama dengan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM).
Berdasarkan keseluruhan tanggapan responden yang diperoleh melalui kuisioner dan
wawancara sebagaimana yang telah diuraikan di atas serta dari observasi yang dilakukan, maka
dapat penulis simpulkan bahwa sebagian besar masyarakat menyatakan OMS sudah baik dalam
menyusun rencana pembangunan sarana dan prasarana, ini menunjukkan bahwa OMS sudah
melakukan penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana dengan baik sesuai dengan
apa yang diharapkan oleh masyarakat.
Kemudian hanya sebagian kecil masyarakat yang menyatakan OMS kurang baik dalam
melakukan penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana di Desa Koto Tinggi
tersebut, hal ini dikarenakan pihak OMS tidak membuat perencanaan yang diperlukan untuk
pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Namun secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa anggota
OMS dalam Menyusun Rencana Pembangunan Sarana dan prasarana di Desa Koto Tinggi
Kecamatan Rambah sudah terlaksana dengan baik, sehingga masyarakat merasa kegiatan yang
dilakukan oleh OMS tersebut sudah baik sesuai dengan rencana yang telah disusun dan selaras
pula dengan harapan masyarakat penerima bantuan rumah layak huni dan kinerja OMS
dikategorikan baik.
Di dalam menyelenggarakan urusan pembangunan sarana dan prasarana perlu
mendasarkan pada perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan
tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan sarana
dan prasarana dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf
hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu diperlukan adanya sistem perencanaan
pembangunan sarana dan prasarana yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk jangka waktu 1
(satu) tahun. Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana
menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa yaitu sistem
penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang
berkepentingan dengan pembangunan. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk
mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam
pelaksanaan rencana pembangunan bagi kemajuan desa itu sendiri. Sistem perencanaan
pembangunan sarana dan prasarana terdiri dari 4 tahapan yaitu:
1. Penyusunan rencana pembangunan
2. Penetapan rencana pembangunan
3. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dan
4. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan
membentuk siklus perencanaan yang utuh.
.
Tabel V.10. Tanggapan Responden Tentang OMS dalam Menyusun Anggaran
Pembangunan Sarana/ prasana
No Penilaian Jumlah Responden Persentase (%)
1 Sudah baik 14 70,0 %
2 Cukup Baik 4 20,0 %
3 Kurang Baik 2 10,0 %
Jumlah 20 100,0 %
Sumber : Data Hasil Penelitian
Berdasarkan tabel di atas terdapat rata-rata 14 responden atau 70,0% menyatakan pihak
OMS sudah baik dalam melakukan pengawasan dan Menyusun Anggaran Pembangunan Sarana/
prasana di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dengan penjelasan responden :
 Penyusunan anggaran dalam dalam pembangunan sudah sesuai dan berjalan dengan
baik.
 Karena dalam penyusunan anggaran kegiatan pembangunan tidak ada terjadi
penyelewengan dana oleh OMS.
 Sependapat saya sudah baik, karna sudah berjalan dengan semestinya.
 Sejauh ini belum terdapat ketimpangan-ketimpangan bagi OMS dalam penyusunan
anggaran pemukiman bagi masyarakat.
 Karena sudah sesuai dengan prosedur.
 OMS sudah melakukannya dengan baik.
 Kami merasa sudah baik disaat OMS menyusun anggaran pembangunan.
 Dalam penyusunan anggaran OMS melaksanakannya dengan rapi dan tidak ada terjadi
ketimpangan, menurut yang saya ketahui.
 Menurut penilaian saya sudah berjalan dengan baik sebagaimana yang telah tersusun
sebagai anggaran kegiatan.
Selanjutnya pada tabel di atas terdapat rata-rata 4 responden atau 20,0% menyatakan
pihak OMS cukup baik dalam melakukan Menyusun Anggaran Pembangunan Sarana/ prasana di
Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dengan penjelasan responden :
 Karena dalam penyusunan anggaran OMS masih mengalami kesulitan.
 Saya kurang tau dengan penyusunan anggaran yang dilakukan oleh OMS.
Kemudian pada tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata 2 responden atau 10,0%
menyatakan OMS kurang baik dalam Menyusun Anggaran Pembangunan Sarana/ prasana di
Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dengan penjelasan responden :
 Karena masih ada ketimpangan dengan anggaran.
 Dalam hal ini masih terdapat simpang siur.
Sehubungan dengan fungsi pengawasan OMS dalam Menyusun Anggaran
Pembangunan Sarana/ prasana di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah tersebut, menurut
Kepala Desa telah terlakasana dengan baik. Hal itu telah terlihat dari aktifitas pengurus OMS
yang telah melakukan penyusunan Menyusun Anggaran Pembangunan Sarana/ prasana yang
dibutuhkan di desa.
Selanjutnya menurut pengurus OMS di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah tersebut
bahwa OMS telah melakssanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam Menyusun Anggaran
Pembangunan Sarana/ prasana yang dibutuhkan masyarakat desa.
Kemudian menurut Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) di Desa Koto Tinggi
Kecamatan Rambah bahwa untuk memperlancarkan pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah
sederhana di desa tersebut, TPM telah berupaya membantu OMS dalam Menyusun Anggaran
Pembangunan Sarana/ prasana yang dibutuhkan di desa. Disamping itu pihak TPM juga
membantu kelancaran kegiatan pembangunan desa dengan melakukan pengawasan dan mutu
juga volume pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah diselesaikan, serta membuat laporan
pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut.
Demikian pula menurut observasi yang dilakukan, pada umumnya OMS di Desa Koto
Tinggi Kecamatan Rambah sudah baik dalam menyusun anggaran pembangunan sarana/
prasarana yang dibutuhkan kerjasama dengan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM).
Berdasarkan keseluruhan tanggapan responden yang diperoleh melalui kuisioner dan
wawancara sebagaimana yang telah diuraikan di atas serta dari observasi yang dilakukan, maka
dapat penulis simpulkan bahwa sebagian besar masyarakat yang menyatakan OMS sudah baik
dalam menyusun anggaran pembangunan sarana dan prasarana, hal ini menunjukkan bahwa
pihak OMS telah menyusun anggaran pembangunan sarana dan prasarana desa secara tepat dan
terarah untuk biaya pembangunan masyarakat desa, karena kinerja OMS tersebut sudah
dilakukan sesuai dengan prosedur yang diharapkan oleh masyarakat.
Kemudian hanya sebagian kecil masyarakat yang menyatakan bahwa OMS cukup baik
dalam menyusun anggaran pembangunan sarana dan prasarana, hal ini menjelaskan bahwa
anggota OMS belum sepenuhnya efektif pada saat melakukan penyusunan anggaran karena
masyarakat menilai OMS dalam hal ini masih mengalami kesulitan, maka dampaknya akan
mengakibatkan pembangunan yang dilakukan tidak berjalan dengan target yang telah ditetapkan.
Selanjutnya sangat kecil sekali masyarakat berpendapat bahwa OMS kurang baik dalam
menyusun anggaran pembangunan sarana dan prasarana pembangunan pemukiman masyarakat
desa tersebut, hal ini menjelaskan bahwa haya sebagian kecil dari anggota OMS yang tidak
mampu menyusun anggaran pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di desa
tersebut, karena masyarakat menilai masih adanya ketimpangan dalam penyusunan anggaran
pembangunan rumah layak huni tersebut, maka dampak yang akan ditimbulkan adalah tidak
berjalannya pembangunan pemukiman masyarakat sesuai dengan perencanaan.
Namun secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka dapat dinilai
bahwa fungsi pengawasan OMS dalam Menyusun Anggaran Pembangunan Sarana/ prasana di
Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah sudah terlaksana secara tepat dan benar, dalam hal ini
OMS telah berupaya sebaik mungkin supaya anggaran pembangunan dapat dimanfaatkan dengan
baik demi kepentingan masyarakat yang membutuhkan bantuan perumahan tersebut, maka
kinerja OMS dalam hal ini dikategorikan baik.
B.4. Memotivasi masyarakat untuk melakukan swadaya pada setiap kegiatan gotong-royong
Memotivasi masyarakat untuk melakukan swadaya pada setiap kegiatan gotong-royong
adalah tugas dan tanggung jawab OMS dalam upaya untuk mendorong dan menggerakkan
partisipasi/ swadaya masyarakat dengan cara mengumpulkan dan menyerap aspirasi masyarakat
serta melibatkan warga dalam pengambilan keputusan dalam rapat/ musyawarah perencanaan
pembangunan desa.
Dengan memotivasi masyarakat untuk melakukan swadaya pada setiap kegiatan gotong-
royong, maka diharapkan masyarakat desa dapat berperan serta dalam kegiatan pembangunan
rumah sederhana layak huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah tersebut, baik melalui
gagasan dan saran yang diusulkan maupun keterlibatan dalam pengambilan keputusan berkaitan
dengan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di desa.
Untuk mengetahui fungsi pengawasan OMS dalam memberikan kesempatan kepada
masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan saran dapat dilihat analisis tanggapan responden
sebagai berikut :
Tabel V.11. Tanggapan Responden Tentang OMS dalam Memberikan Kesempatan
Kepada Masyarakat Untuk Menyampaikan Gagasan/ saran
No Penilaian Jumlah Responden Persentase (%)
1 Baik 13 65,0 %
2 Kurang Baik 4 20,0%
3 Tidak Baik 3 15,0 %
Jumlah 20 100,0 %
Sumber : Data Hasil Penelitian
Berdasarkan tabel di atas terdapat rata-rata 13 responden atau 65,0% menyatakan bahwa
pihak OMS baik dalam Memberikan Kesempatan Kepada Masyarakat Untuk Menyampaikan
Gagasan/ saran kepada masyarakat di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dengan penjelasan
responden :
 Masyarakat merasa tersanjung dengan kesempatan yang diberikan oleh OMS untuk
menyampaikan saran tentang pembangunan rumah ini.
 Kesempatan selalu diberikan oleh OMS dalam menyampaikan usulan/ gagsan dari
masyarakat.
 Ide dan gagasan masyarakat diterima oleh OMS.
 Masyarakat dalam menyampaikan usulannya diterima oleh OMS dengan baik.
 Mengenai pembangunan masyarakat dibutuhkan oleh OMS untuk menyampaikan saran/
usulan dari masyarakat.
 OMS menyambut dengan baik usulan/ gagasan yang disampaikan oleh masyarakat.
 Pihak OMS selalu memberikan kepada masyarakat untuk menyampaikan sarannya.
 OMS sering mengajak masyarakat untuk mengeluarkan pendapat masing-masing.
 Kesempatan untuk menyampaikan saran/ gagsan OMS memberikan keleluasaan kepada
masyarakat selagi dalam kontek pembangunan pemukiman bagi masyarakat yang
membutuhkan.
 Karena OMS sudah menjelaskan kepada masyarakat tentang kegiatan/ program rumah
layak huni ini.
Kemudian pada tabel di atas rata-rata 4 responden atau 20,0% yang menyatakan bahwa
pihak OMS kurang baik dalam Memberikan Kesempatan Kepada Masyarakat Untuk
Menyampaikan Gagasan/ saran kepada masyarakat di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah,
dengan penjelasan responden :
 Karena pendapat masyarakat masih ada yang disepelekan oleh anggota OMS.
 Untuk menyampaikan gagasan dari masyarakat, OMS tidak terlalu menanggapi saran
dari masyarakat.
 Kesempatan masyarakat dalam menyampaikan saran, ada yang ditanggapi dan ada juga
yang tidak.
Kemudian pada tabel di atas terdapat 3 responden atau 15,0% yang menyatakan bahwa
pihak OMS tidak baik dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan
gagasan/ saran mengenai pembangunan desa di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dengan
penjelasan responden :
 Karena masyarakat dalam menyampaikan sarannya masih ada dari pihak OMS yang
tidak menanggapinya dengan baik.
 Masyarakat dalam menyampaikan ide/ gagasan kurang ditanggapi dengan baik oleh
anggota OMS.
Berkaitan dengan fungsi pengawasan OMS di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah
tersebut, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Koto Tinggi menjelaskan
bahwa pihak OMS telah Memberikan Kesempatan Kepada Masyarakat Untuk Menyampaikan
Gagasan/ sarannya. Hal itu terlihat dari aktivitas pengurus OMS yang selalu berupaya
memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk menyampaikan gagasan dan saran.
Selanjutnya menurut pengurus OMS di Desa Koto Tinggi tersebut bahwa OMS
berupaya untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat desa untuk
menyampaikan gagasan dan saran mengenai pembangunan yang dilaksanakan di desa dan
mengenai prioritas pembangunan yang dibutuhkan masyarakat desa.
Setelah itu dari observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pada umumnya OMS
dalam Memberikan Kesempatan Kepada Masyarakat Untuk Menyampaikan Gagasan/ saran
kepada masyarakat di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah sudah baik.  Ini dapat dilihat dari
upaya OMS untuk mendorong masyarakat agar menyampaikan aspirasi atau gagasannya
berkaitan dengan pembangunan desa.
Berdasarkan keseluruhan tanggapan responden yang diperoleh melalui kuisioner dan
wawancara sebagaimana yang telah diuraikan di atas serta observasi yang dilakukan, maka dapat
penulis simpulkan bahwa sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa  anggota OMS baik
dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan saran, ini
menjelaskan bahwa anggota OMS sudah berupaya secara maksimal untuk memberikan
kesempatan kepada masyarakat dalam menyampaikan gagasan dan saran untuk pembangunan
pemukiman masyarakat tersebut.
Kemudian hanya sebagian kecil masyarakat menyatakan bahwa anggota OMS kurang
baik dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan
saran, hal ini menjelaskan bahwa pihak OMS belum sepenuhnya memberikan kesempatan
kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan saran dari masyarakat, karena saran yang
disampaikan oleh masyarakat OMS tidak terlalu menanggapinya.
Selanjutnya hanya sebagian kecil saja masyarakat menyatakan bahwa OMS tidak baik
dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan sarannya,
ini menjelaskan bahwa hanya sebagian kecil dari masyarakat yang menilai bahwa pihak OMS
tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyampaikan gagasan dan saran
untuk kepentingan pembangunan pemukiman bagi masyarakat miskin, karena adanya
masyarakat dalam menyampaikan saran tidak sama sekali ditanggapi oleh anggota OMS.
Namun secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa pihak OMS
telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan sarannya,
agar pembangunan perumahan tersebut tercipta atas kerja sama dan kesepakatan bersama antara
masyarakat dengan OMS di lingkungan Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, maka kinerja
OMS dalam hal ini dikategorikan baik.
Tabel V.12. Tanggapan Responden Tentang OMS untuk Melibatkan Masyarakat Dalam
Pengambilan Keputusan Pembangunan Desa
No Penilaian Jumlah Responden Persentase (%)
1 Baik 13 65,0 %
2 Kurang Baik 5 25,0 %
3 Tidak Baik 2 10,0 %
Jumlah 20 100,0 %
Sumber : Data Hasil Penelitian
Berdasarkan tabel di atas terdapat rata-rata 13 responden atau 65,5% menyatakan bahwa
pihak OMS baik dalam Melibatkan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan
Desadi Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dengan penjelasan reponden :
 Dalam pengambilan keputusan OMS mengikut sertakan masyarakat.
 Dalam pengambilan keputusan OMS juga memberikan kesempatan dengan baik kepada
masyarakat desa.
 Di dalam pengambilan keputusan, masyarakat selalu diberikan kesempatan oleh anggota
OMS.
 OMS mengikut sertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
 OMS pada desa ini selalu melakukan Tanya jawab/ rapat dan diskusi dengan masyarakat
dan membuka diri untuk masyarakat yang mengajukan pendapat ataupun saran.
 Dalam pengambilan keputusan OMS selalu mengikut sertakan masyarakat,agar adanya
pendapat dari masyarakat dalam pengambilan keputusan ini.
 Masyarakat juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
 OMS juga memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan.
 Dalam pengambilan keputusan OMS juga melibatkan masyarakat dan diputuskan secara
bersama-sama.
 Karena OMS tidak mau main hakim sendiri, agar terjadinya keseimbangan antara OMS
dengan masyarakat di Desa Koto Tinggi ini.
Selanjutnya  pada tabel di atas terdapat rata-rata 5 responden atau 25,0% menyatakan
bahwa pihak OMS kurang baik dalamMelibatkan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan
Pembangunan Desa di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dengan penjelasan responden :
 Dalam pengambilan keputusan, OMS selalu mementingkan keputusan sesama anggota
OMS saja.
 Dalam pengambilan keputusan masyarakat jarang diikut sertakan.
 Hanya sebagian dari masyarakat saja yang diberikan kesempatan.
Kemudian pada tabel di atas 2 responden atau 10,0% yang menyatakan bahwa pihak
OMS tidak baik dalam melibatkan masyarakat untuk Pengambilan Keputusan Pembangunan
Desa di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, dengan penjelasan responden :
 Karena masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan
dengan pembangunan perumahan masyarakat miskin.
 Karena saya menilai di dalam pengambilan keputusan adanya unsur sepihak dan tidak
merakyat.
Berkaitan dengan fungsi pengawasan OMS di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah
tersebut, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Koto Tinggi menjelaskan
bahwa pihak OMS telah Melibatkan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan
Desa. Hal itu terlihat dari aktivitas pengurus OMS yang selalu berupaya memberikan kepada
warga masyarakat desa dalam mengambil keputusan mengenai pembangunan desa.
Selanjutnya menurut pengurus OMS di Desa Koto Tinggi tersebut bahwa OMS
berupaya untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat desa untuk
mengikut sertakan masyarakat dalam mengambil keputusan mengenai prioritas pembangunan
yang dibutuhkan masyarakat desa.
Setelah itu dari observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pada umumnya OMS
Melibatkan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Desa di Desa Koto Tinggi
Kecamatan Rambah sudah baik.  Ini dapat dilihat dari upaya OMS untuk mendorong masyarakat
agar menyampaikan aspirasi atau gagasannya berkaitan dengan pembangunan desa.
Berdasarkan keseluruhan tanggapan responden yang diperoleh melalui kuisioner dan
wawancara sebagimana yang telah diuraikan di atas serta observasi yang dilakukan, maka dapat
penulis simpulkan bahwa sebagian besar masyarakat menyatakan pihak OMS baik dalam
melibatkan masyarakat untuk pengambilan keputusan pembangunan desa, ini menyatakan bahwa
masyarakat puas terhadap anggota OMS, karena telah melibatkan masyarakat dalam
pengambilan keputusan pembangunan desa secara terbuka agar adanya kesepakatan antara OMS
dengan masyarakat penerima bantuan pemukiman rumah layak huni.
Kemudian hanya sebagian kecil saja masyarakat menyatakan anggota OMS kurang baik
dalam melibatkan masyarsakat untuk pengambilan keputusan pembangunan desa, hal ini
menjelaskan bahwa pihak OMS kurang baik untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan
keputusan pembangunan desa, karena adanya masyarakat yang kurang puas dalam pengambilan
keputusan yang diberikan kesempatan oleh OMS terhadap pembangunan pemukiman masyarakat
desa.
Selanjutnya sangat minim sekali masyarakat menyatakan bahwa pihak OMS tidak baik
dalam melibatkan masyarakat untuk pengambilan keputusan pembangunan desa, ini
menunjukkan bahwa haya sebagian kecil dari masyarakat yang menyatakan kurang puas
terhadap anggota OMS, karena OMS tidak berupaya sama sekali untuk melibatkan masyarakat
dalam pengambilan keputussan pembangunan rumah sederhana layak huni tersebut.
Namun secara keseluruhan dan hasil penelitian di lapangan bahwa pihak OMS telah
melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan desa, karena OMS selalu
mengajak masyarakat secara bersama-sama dan bergotong royong dalam pembangunan rumah
sederhana layak huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah maka kinerja OMS dalam hal ini
dikategorikan baik.
Untuk mengetahui fungsi pengawasan OMS dalam Pembangunan Desa di Desa Koto
Tinggi dapat dilihat dari hasil rekapitulasi keseluruhan tanggapan responden. Adapun
rekapitulasi keseluruhan tanggapan responden tentang Fungsi Pengawasan Organisasi
Masyarakat Setempat (OMS) dalam pembangunan rumah sederhana layak huni tersebut adalah
sebagai berikut :
Tabel V.13. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Masyarakat Setempat
(OMS) dalam Pengadaan Rumah Layak Huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan


















14 (70,0%) 2 (10,0%) 4 (20,0%) 20 (100%)











13 (65,0%) 5 (25,0%) 2 (10,0%) 20 (100%)
Jumlah 57 15 8 80
Rata-rata 14.25 3.75 2 20
Persentase 71.25% 18.75% 10% 100%
Sumber : Data Olahan Penelitian 2011
Berdasarkan rekapitulasi pada tabel di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan
indikator variabel yang penulis ajukan kepada responden mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi tugas dan tanggung jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dalam
pengadaan rumah sederhana layak huni di Desa Koto Tinggi Kecamatn Rambah termasuk dalam
kategori baik, di mana indikator tersebut meliputi mengidentifikasi prioritas pembangunan desa,
mengidentifikasi/ memetakan keadaan keluarga miskin yang ada di desa, menyusun rencana
kegiatan serta memotivasi masyarakat untuk melakukan swadaya pada setiap kegiatan gotong-
royong yang terlihat dari hasil rata-rata rekapitulasi tanggapan responden yang manyatakan baik
sebanyak 14.25 responden atau 71.25%, sementara itu hanya sebagian kecil masyarakat yang
menyatakan OMS kurang baik yaitu 3.75 responden atau 18.75%, dan yang menyatakan tidak
baik adalah 2 responden atau 10%.
Dengan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Organisasi Masyarakat
Setempat (OMS) telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam
Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni Desa di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah
Kabupaten Rokan Hulu.
C. Hambatan-hambatan yang Mempengaruhi Tugas dan Tanggung Jawab
Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dalam Pengadaan Rumah Sederhana
Layak Huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang
dibentuk secara demokratis adalah sangat penting fungsinya untuk keberhasilan pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Keberadaan organisasi ini pada dasarnya
akan lebih menunjang terlaksananya efektivitas pemberdayaan masyarakat dan pembangunan
desa. Oleh sebab itu, pihak pemerintah beserta masyarakat desa  harus bersama-sama
mendukung aktifitas dan program yang direncanakan oleh OMS.
Namun untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal dalam
upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, suatu lembaga kemasyarakatan juga
tidak luput dari berbagai hambatan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan tugas
dan tanggung jawabnya. Adapun hambatan yang mempengaruhi terhadap tugas dan tanggung
jawab OMS dalam Pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat desa di Desa Koto Tinggi
Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, antara lain adalah :
1. Masih rendahnya kepedulian masyarakat untuk berperan serta dalam musyawarah
rencana pembangunan ditingkat desa dalam menyampaikan gagasan dan saran mengenai
pembangunan yang perlu diprioritaskan di desa.
2. Belum lengkapnya data dan informasi mengenai masyarakat miskin yang berhak
menerima bantuan pemukiman. Hal ini menyebabkan pemberian bantuan Rumah
Sederhana Layak Huni bagi masyarakat desa kurang tepat sasaran, dimana belum secara
keseluruhan masyarakat miskin yang berhak mendapatkan Rumah Sederhana Layak Huni
tersebut, sedangkan mereka telah memenuhi syarat atau keriteria untuk mendapatkan
Rumah Sederhana Layak Huni sesuai program kebijakan pemerintah daerah.
3. Belum memadai ketersediaan tenaga teknis yang akan membantu OMS dalam
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya mengidentifikasi usulan kegiatan masyarakat
desa, menyusun rencana kegiatan pelaksanaan dan anggaran biaya pembangunan, serta




Penulis mengambil suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran yang kiranya dapat
dipertimbangkan oleh Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya dalam pengadaan rumah layak huni dan juga kepada pemerintahan
desa di Desa Koto Tinggi Kecamatan Ramabah Kabupaten Rokan Hulu.
Dengan melihat dari berbagai uraian yang telah dijelaskan di atas dalam penelitian ini,
maka pada akhir bab ini penulis menguraikan kesimpulan di mana dari hasil penelitian yang
penulis lakukan tentang Analisis Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Masyarakat Setempat
(OMS) dalam Pengadaan Rumah Layak Huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah
Kabupaten Rokan Hulu dapat disimpulkan antaralain :
1. Mengidentifikasi prioritas pembangunan desa.
Dari penelitian yang dilakukan maka penulis simpulkan bahwa Organisasi Masyarakat
Setempat (OMS) sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengidentifikasi
prioritas pembangunan desa dengan baik, sehingga perencanaan pembangunan sarana dan
prasarana telah berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan.
2. Mengidentifikasi atau memetakan keadaan keluarga miskin yang ada di desa.
Tugas dan tanggung jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) di dalam
mengidentifikasi atau memetakan keadaan keluarga miskin yang ada di desa tidak terlaksana
dengan baik, karena pendataan masyarakat miskin tidak dilakukan secara merata, hal ini
berdampak pada pemeberian rumah layak huni kurang tepat pada sasaran terhadap
masyarakat miskin yang lebih membutuhkan bantuan rumah layak huni tersebut.
3. Menyusun rencana kegiatan.
Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) teleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
dalam menyusun rencana kegiatan pembangunan rumah layak huni dengan baik, sehingga
pembangunan sarana dan prasarana rumah layak huni sudah berjalan dengan baik
sebagaimana mestinya.
4. Memotivasi masyarakat untuk melakukan swadaya pada setiap kegiatan gotong-royong.
Kemudian tentang tugas dan tanggung jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dalam
memmotivasi masyarakat untuk melakukan swadaya pada setiap kegiatan gotong-royong
cukup baik, ini menjelaskan bahwa masih adanya masyarakat yang kurang diberikan
kesempatan oleh OMS dalam menyampaikan gagasan dan saran untuk kepentingan
pembangunan rumah layak huni di Desa Koto Tinggi tersebut.
B. Saran
Agar Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dapat lebih baik dalam melakukan tugas
dan tanggung jawabnya secara maksimal dalam pengadaan rumah layak huni di Desa Koto
Tinggi dimasa mendatang, maka disarankan :
1. Mengidentifikasi prioritas pembangunan desa.
Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) harus lebih giat lagi untuk
mensosialisasikan program pemberdayaan dalam pembangunan rumah layak huni di Desa
Koto Tinggi sehingga masyarakat desa lebih berpartisipasi untuk mensukseskan kegiatan
pemberdayaan dalam pembangunan rumah layak huni tersebut.
2. Mengidentifikasi atau memetakan keadaan kelurga miskin yang ada di desa.
Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) harus lebih selektif dalam melakukan
pendataan kelurga miskin yang lebih berhak memperoleh bantuan rumah layak huni sesuai
dengan keriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga pemberian bantuan
rumah layak huni tersebut tepat pada sasaran yang ingin dicapai yaitu terhadap masyarakat
miskin yang lebih membutuhkan.
3. Menyusun rencana kegiatan.
Pihak pemerintah daerah harus menyediakan tenaga teknis khusus untuk membantu
Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
di lapangan seperti pada saat pelalaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik,
kemudian menyusun rencana kegiatan dan anggaran biaya yang dibutuhkan dalam
pembangunan rumah sederhana layak huni di Desa Koto Tinggi.
4. Memotivasi masyarakat untuk melakukan swadaya pada setiap kegiatan gotong-royong.
Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) disarankan agar lebih memberi ruang
kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan atau aspirasinya di dalam pengambialn




A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan pada dasarnya merupakan usaha untuk mengembangkan
kemampuan masyarakat dalam mencapai kesejahtraan baik secara lahiriah
maupun batiniah. Kesejahtraan sosial adalah tujuan yang hendak dicapai dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan juga merupakan usaha
yang strategis untuk mengangkat harkat, martabat, taraf hidup dan kesejahtraan
masyarakat.
Pembangunan adalah suatu proses yang mutlak diperlukan terutama bagi
negara-negara yang sedang berkembang, karena tanpa adanya pembangunan yang
dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan maka akan mustahil
suatu bangsa dan negara dapat mengikuti perkembangan dunia yang semakin
moderen dan bahkan lamban laun akan menjadi bangsa yang keterbelakangan.
Sebagai salah satu negara yang berkembang, maka negara kita Indonesia
ini juga senantiasa giat melaksanakan pembangunan, baik yang berskala nasional
maupun ditingkat daerah, sampai ke kecamatan dan desa-desa. Pembangunan
pada hakekatnya suatu upaya untuk menciptakan perubahan yang ahirnya dapat
meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat.
Pada dasarnya pemerintah dibentuk adalah untuk menjaga suatu sistem
ketertiban serta bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat
dan bukanlah untuk melayani suatu kepentingan kelompok dan individu masing-
2masing orang pribadi. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa pemerintah
yang baik adalah pemerintah yang dekat dengan rakyat, semakin dekat pemerintah
dengan rakyat maka semakin baik pelayanan yang diberikan (Rasyid, 1999: 100).
Pelaksanan pembangunan adalah suatu tugas pokok pemerintah daerah
yang dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, termasuk di
tingkat pedesaan. Menurut Bintoro (1987 : 34) bahwa lebih kurang 82% penduduk
Indonesia berdiam dan tinggal di pedesaan, maka pembangunan pedesaan
merupakan kunci seluruh proses pembangunan nasional yang harus mendapat
perhatian sepenuhnya dari pemerintah.
Berhasilnya proses pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari
pengaruh berbagai faktor, dimana salah satu diantaranya yang tidak boleh
diabaikan adalah membentuk kesamaan visi antara pemerintah dengan masyarakat
terhadap pembangunan tersebut. Sehingga pemerintah di satu pihak adalah
perencana dan pelaksana pembangunan akan berupaya semaksimal mungkin
sebagaimana telah diamanatkan oleh undang-undang, sedangkan disisi lain
masyarakat sebagai subjek dan juga objek pembangunan itu sendiri yang akan
terdorong untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan tersebut.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diwujudkan dalam
berbagai cara dan bentuk. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan
dukungan dalam bentuk materil seperti sumbangan uang ataupun benda, dan
sejenisnya yang kemungkinan dapat dimanfaatkan dalam menunjang proses
pembanguan. Masyarakat dapat juga memberiakn dukungan tenaga melalui
kegiatan bergotong-royong. Selain itu juga masyarakat dapat memberikan secara
3moril dengan menyumbangkan pemikirannya dalam musyawarah desa untuk
merencanakan pemanfaatan dana bantuan pembangunan desa tersebut secara
maksimal. Kemudian partisipasi melalui sikap dukungan terhadapa pelaksanaan
serta pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pembangunan tersebut.
Oleh karena itu pemerintah perlu berupaya mengerakkan partisipasi
masyarakat sehingga memberikan dampak positif terhadap kelancaran proses
pembangunan. Demikian pula halnya di Desa Koto Tinggi yang merupakan salah-
satu wilayah di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
Mengingat begitu luasnya aspek pembangunan itu sendiri, maka
pelaksanaan pembangunan tentunya memerlukan perencanaan yang terpadu dan
pendanaan yang memadai serta pengawasan yang efektif. Perencanaan sangat
diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan memberi manfaat sesuai apa
yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah setempat. Pendanaan juga sangat
dibutuhkan untuk pembiayaan proyek-proyek fisik dan non fisik yang dijalankan.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah adanya pengawasan untuk
menjamin agar berlangsungnya pembangunan sesuai dengan perencanaan yang
telah disusun. Oleh sebab itu, sangatlah diperlukan partisipasi aktif dan swadaya
dari masyarakat setempat. Sebagaimana yang dikemukakan Bintoro (1987 : 25)
bahwa, pembangunan yang dilaksanakan di wilayah pemerintahan terendah yaitu
daerah pedesaan atau kelurahan terutama pembangunan desa yang terpenting
adalah keikutsertaan masyarakat di dalam pembangunan desa atau kelurahan.
Oleh karenanya yang terpenting dalam pembangunan pedesaan adalah
tercapainya kemandirian msyarakat desa dengan segala potensinya, melalui
4partisipasi dan swadaya masyarakat dalam proses pembangunan desa sehingga
menciptakan desa swadaya, swakarsa dan swasembada, serta mengarah pada
tercapainya otonomi desa.
Desa adalah kesatuan masyarakat dalam suatu wilayah hukum yang
dikepalai oleh seorang Kepala Desa dan merupakan perangkat pemerintahan
terendah dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
terdiri atas perangkat pemerintah desa, sebagaimana yang disebutkan dalam
Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 200 ayat
1 bahwa: Dalam pemerintah kabupaten/kota dibentuk pemerintah desa yang
terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah pasal 202 disebutkan bahwa:
(1) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.
(2) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
(3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai
negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
Kemudian dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah pasal 206 ditegaskan bahwa: Urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan desa mencakup:
a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang
diserahkan pengaturannya kepada desa.
5c. Tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota.
d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan
diserahkan kepada desa.
Untuk membangun daerah tentunya selain sangat dibutuhkan adanya
pendanaan yang cukup, juga diperlukan partisipasi aktif dari masyarakatnya. Hal
ini sangat penting karena tanpa adanya partisipasi dari segenap warga masyarakat,
maka proses pembangunan desa tidak dapat diharapkan berjalan dengan lancar
dan pembangunan yang dilaksanakan kurang behasil guna dan berdaya guna bagi
masyarakat itu sendiri.
Jika berbicara mengenai pembangunan serta kaitannya dengan
pengadaan barang dan jasa publlik oleh pemerintahan tidak terlepas dari slah satu
tugas pokok pemerintah yang cukup penting untuk mencapai kesejahtraan
masyarakat. Pengadaan barang dan jasa publik oleh pemerintah yang dibiayai dari
APBD maupun APBN hendaknya dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien
dengan prisip persaingan sehat, trasparan dan perlakuan yang adail untuk semua
pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik,
anggaran maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan
masyarakat.
Salah satu pengadaan barang dan jasa puplik yang sangat penting bagi
masyarakat adalah penyedia sarana dan prasarana pemukiman (rumah). Apalagi
mengingat bahwa sebahagian besar penduduk masi hidup dalam kemiskinan
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huni diharapkan dapat membantu kesejahtraan masyarakat desa.
Sepertihalnya yang dilakukan di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah
Kabupaten Rokan Hulu, pengadaan rumah sederhana layak huni telah menjadi
bagian program K2I oleh Pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan
Gubernur Riau No. 24 tahun 2008 . Rumah sederhana layak huni tentunya sangat
penting dan dibutuhkan bagi masyarakat miskin di desa tersebut guna
meningkatkan kesejahtraan dan menempati tempat tinggal yang layak.
Sedangkan bagi pemerintah, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten
Rokan Hulu, pembangunan rumah sederhana layak huni tersebut penting sekali
untuk dilaksanakan guna meningkatkan kesejahtraan dan pemerataan
pembangunan bagi masyarakat di daerahnya, di mana hal tersebut adalah
merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang adil
dan makmur.
Pelaksanaan program pembangunan/pengadaan rumah sederhana layak
huni tersebut ditujukan untuk masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Rokan
Hulu Kecamatan Rambah pada umumnya dan di Desa Koto Tinggi pada
khususnya. Adapun kriteria untuk ukuran sederhana layak huni yang dibangun
yaitu rumah yang dilengkapi fasilitas MCK, (mandi,cuci,kakus). Sedangkan
persyaratan atau kriteria masyarakat miskin yang berhak untuk mendapatkan
rumah sederhana layak huni tersebutantara lain adalah:
1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Memiliki Kartu Keluarga (KK).
73. Kondisi rumahnya telah rusak atau tidak layak pakai lagi.
4. Mata pencaharian petani.
5. Memiliki pendapatan perbulan<Rp 500.000,-
6. Janda yg memiliki tanggungan 4-5 orang anak.
7. Kepala keluarga dalam keadaan cacat fisik.
Untuk mensukseskan program ini tentunya sangat diharapkan peran serta
masyarakat, baik secara perseorangan atau melalui kelompok/organisasi seperti
Organisasi Masyarakat Setempat (OMS). Di Desa Koto Tinggi Kecamatan
Rambah Kabupaten Rokan Hulu terdapat Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)
yang dibentuk secara demokratis melalui musyawarah warga dan dilakukan secara
transparan.Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Koto Tinggi Nomor : 05/
SK/ V/ 2008 Tentang Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa
Koto Tinggi. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Koto Tinggi tersebut
ditetapkan Pengurus OMS Desa Koto Tinggi sebagai berikut :
Ketua : Tusar Sasmito
Sekretaris : Saripudin
Bendahara : Suardi
Dengan demikian masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawabyang
lebih besar dalam menentukan dan merumuskan kebutuhan dasar akan
infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan dan menjadi prioritas masyarakat desa.
Adapun tugas dan tanggung jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)
sebagaimana yang dijelaskan didalam Lampiran 1 Peraturan Gubernur Riau
8Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman dengan pola
pemberdayaan Masyarakat Tahun 2009 adalah:
1. Mengindentifikasi prioritas pembangunan yang ada di desa.
2. Mengindentifikasi/memetakan keadaan keluarga miskin yang ada di desa
secara kofrehensif, berlaku adil dan tidak diskriminatif.
3. Menyusun Rencana Kegiatan, Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan
bekerja sama dengan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM).
4. Memotivasi masyarakat untuk melakukan swadaya pada setiap kegiatan
gotong-royong.
Program pembangunan rumah sederhana layak huni yang dilaksanakan
sesuai yang telah dijelaskan dalam Lampiran 1 Peraturan Gubernur Riau Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman dengan pola
Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2009, merupakan program pembangunan yang
berbasis pada pendekatan pemberdayaan serta partisipasi masyarakat melalui:
a. Pembanguan yang berkualitas, artinya semua infrastruktur yang dibangun
harus memenuhi standard teknik yang telah ditetapkan.
b. Keberpihakan pada kaum miskin, orientasi kegiatan baik dalam proses
maupun pemanfaatan hasil diutamakan bagi penduduk miskin.
c. Otonomi dan desentralisasi masyarakat memperoleh kepercayaan dan
kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan,
pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya.
9d. Partisipatif, masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai proses
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan dengan
semangat gotong-royong.
Adapun indikator keberhasilan pelaksanaan program pembangunan
rumah sederhana layak huni tersebut sebagaimana yang disebutkan pada lampiran
1 Gubernur Riau Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang
Permukiman dengan pola Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2009:
a. Terbangunnya Rumah Sederhana Layak Huni bagi masyarakat miskin dan
infrastruktur dasar berupa Jalan Pedesaan dan Air Bersih Pedesaan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan anggaran yang tersedia.
b. Terbentuknya lembaga masyarakat pengelola yang bertanggung jawab
terhadap berkelanjutan pemanfaatan infrastruktur yang terbangun.
c. Memenuhi 3T yaitu Tepat Sasaran, Tepat Waktu dan Tepat Mutu.
Akan tetapi pelaksanaan pembangunan Desa dibidang pengadaan rumah
sederhana layak huni untuk masyarakat miskin di Desa Koto Tinggi Kecamatan
Rambah belum terealisasikan sesuai yang diharapkan. Adapun gejala-gejala dan
fenomena yang ditemukan dari prasurvei yang penulis lakukan mengenai
pelaksanaan pembangunan Desa dibidang pengadaan rumah sederhana layak huni
untuk masyarakat miskin tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:
1. Pemberian rumah layak huni bagi masyarakat desa tidak tepat pada
sasaran, di mana masih ada masyarakat miskin yang belum
mendapatkan rumah layak huni tersebut, padahal mereka telah
memenuhi syarat atau keriteria untuk mendapatkan rumah layak huni
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sesuai program kebijakan pemerintah provinsi Riau. Hal ini
dikarenakan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan pengadaan
rumah layak huni tersebut.
2. Data dan informasi mengenai masyarakat miskin kurang jelas atau
tidak lengkap dikarenakan dalam pendataan masyarakat miskin di desa
Koto Tinggi masih belum efektif, sehingga relatif masyarakat miskin
yang tidak terdata untuk mendapat rumah layak huni.
3. Relatif rendahnya peran serta masyarakat dalam memberikan
sumbangan pemikiran untuk pemanfaatan dana bantuan pembangunan
desa di bidang pengadaan rumah layak huni, baik dalam
perencanaan,pelaksanaan sehingga hasil pembangunan kurang berhasil
guna bagi masyarakat secara luas.
4. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dana bantuan
desa untuk pengadaan rumah layak huni tersebut, yang berakibat
terlambatnya proses pelaksanaan pembangunan yang telah
direncanakan.
5. Belum maksimalnya pemanfaatan dana bantuan pembangunan desa
untuk kepentingan pengadaan rumah layak huni di desa, akibatnya




DAFTAR PENERIMA BANTUAN RSLH HASIL PERIFIKASI AKHIR
DESA KOTO TINGGI KECAMATAN RAMBAH
KABUPATEN ROKAN HULU











































































































DUSUN LUBUK BANDUNG HULU
DUSUN LUBUK BANDUNG HULU
DUSUN LUBUK BANDUNG HULU
DUSUN LUBUK BANDUNG HULU
DUSUN NGARAI
DUSUN PASIR KOTA BARU
DUSUN LUBUK BANDUNG HULU
DUSUN PASAR SENEN
DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR




DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
DUSUN LUBUK BANDUNG HULU
DUSUN PASIR KOTA BARU
DUSUN LUBUK BANDUNG HULU
DUSUN WONOSRI TIMUR
DUSUN PASAR SENEN
DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR





DUSUN PASIR KOTA BARU
DUSUN PASIR KOTA BARU
DUSUN NGARAI
DUSUN KAMPUNG BARU
DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
DUSUN LUBUK BANDUNG HILIR
DUSUN PASAR SENEN
DUSUN NGARAI
Sumber data : Kantor Kepala Desa Koto Tinggi
Tabel di atas adalah menjelaskan tentang masyarakat yang menerima
bantuan Rumah Sederhana Layak Huni yaitu sebanyak 35 Kepala Keluarga dari
hasil ferifikasi akhir yang ditetapkan oleh OMS. Penilaian OMS berdasarkan
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rangking kemiskinan yang tertinggi dan sudah memenuhi keriteria sebagai
masyarakat yang berhak menerima bantuan pemukiman bagi masyarakat miskin
yang ada di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
Tabel I.2
DAFTAR YANG TIDAK MENERIMA BANTUAN RSLH HASIL
PERIFIKASI AKHIR DESA KOTO TINGGI KECAMATAN RAMBAH
KABUPATEN ROKAN HULU
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Sumber data : Kantor Kepala Desa Koto Tinggi
Tabel di atas menjelaskan bahwa sebanyak 75 kepala keluarga yang tidak
mendapatkan bantuan Rumah Sederhana Layak Huni dari hasil perifikasi akhir
untuk  penerima RSLH. Jika ditinjau dari ranking masih banyak kepala keluarga
yang lebih membutuhkan dari pengadaan RSLH tersebut, seperti yang terdapat
pada table I.2 di atas yaitu Raensah yang dinilai tingakat kemiskinannya pada
rangking III, Aisyah pada rangking IV, Nurma dan Matun pada rangking V,
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Warino, Nasir dan Nursinar pada rangking VI, kemudian pada rangking VII yaitu
Rofi’ah, Nurdin, Damri, Ahmad, Zainab, Karia, Hendri, M. Tawis, Yuliar dan
Hasnah, mereka adalah sebagian masyarakat yang sudah memenuhi sarat dan
keriteria yang layak sebagai penerima bantuan pemukiman rumah sederhana layak
huni tersebut.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis
bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengadaan rumah
layak huni bagi masyarakat yang tidak mampu di Desa Koto Tinggi Kecamatan
Rambah Kabupaten Rokan Hulu dengan memilih judul :
“Analisis Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Masyarakat Setempat
(OMS) Dalam pengadaan Rumah Layak Huni di Desa Koto Tinggi
Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan dan persoalan yang penulis kemukakan di atas
maka diperlukan mencari titik temu akar dari permasalahan. Menurut pandangan
penulis, program pengadaan rumah sederhana layak huni adalah salah satu upaya
pemerintah provinsi Riau dalam memerangi dan memberantasi kemiskinan.
Dalam hal ini tidak lepas dari peran Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang
akan menjalankan fungsi pengawasannya secara langsung di lapangan. Maka dari
penjelasan di atas dapat penulis rumuskan suatu masalah pokok yaitu :
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“Bagaimanakah Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Masyarakat
Setempat (OMS) dalam Pengadaan Rumah Layak Huni di Desa Koto Tinggi
Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ?”
C. Tujuan penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui dan
menganalisis tugas dan tanggung jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)
dalam pengadaan Rumah Layak Huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah
Kabupaten Rokan Hulu.
D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian dapat berguna untuk :
1. Bahan informasi kepada Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengadaan Rumah Layak
Huni bagi masyarakat miskin di Desa Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah
Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bahan referensi salah satu sumber informasi penelitian berikutnya yang pokok
permasalahannya sama.
3. Untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah diterima oleh
penulis selama mengikuti perkuliahan.
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E. Sistematika Penulisan
Muatan skripsi ini disusun menjadi satu bab dan terdiri dari beberapa
aspek dengan gambaran sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan
Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan
masaslah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika
penulisan.
BAB II : Telaah Pustaka
Merupakan bab yang berisikan tentang beberapa terori yang
melandasi penulisan ini yaitu tentang pemerintahan, konsep
pembangunan, pembangunan daerah, partisipasi masyarakat,
Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) bidang rumah layah huni,
kerangka pikiran, hipotesis, konsep operasional, variable penelitan
dan teknik pengukuran.
BAB III : Metode Penelitian
Bab ini digunakan untuk menguraikan tentang jenis penelitian,
lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel,
jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisa data.
BAB IV : Gambaran Umum Penelitian
Bab ini berisikan tentang gambaran umum Desa Koto Tinggi dan
tentang Organisasi Masyarakat Setempat (OMS).
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BAB V : Hasil dan Analisa Data
Merupakan bab yang berisikan tentang identitias responden, tugas
dan tanggung jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dalam
pengadaan rumah layak huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan
Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
BAB VI : Kesimpulan dan Saran
Merupakan suatu bab penutup dan penulis mengambil beberapa
kesimpulan dan saran yang mungkin berguna untuk meningkatkan
kinerja Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) agar lebih selektif
dalam melakukan pendataan masyarakat miskin, kumudian
partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan pemerintah
harus menyediakan tenaga teknis untuk kepentingan pembangunan
desa.
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